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KATA PENGANTAR 

 Segala puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah 

memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi dapat diselesaikan. Penyusunan laporan ini Merupakan Suatu 

Bentuk Akuntabilitas Organisasi kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab 

yang telah dipercayakan kepada Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 

 Laporan Kinerja Tahun 2024 merupakan suatu bentuk akuntabilitas organisasi 

kepada instansi dan publik atas amanat/tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan 

kinerja Tahun 2024 mencakup capaian atas target yang telah ditetapkan pada perjanjian 

kinerja tahun 2023, permasalahan dan hambatan dalam pencapaian target kinerja dan 

rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. 

 Penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 ini berpedoman pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 

Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara 

review atas laporan kinerja instansi pemerintah. 

 Kami menyadari penyusunan laporan kinerja Tahun 2024 masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, tanggapan, maupun 

saran yang membangun dalam pencapaian target kinerja Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi kedepan. 

Jakarta, 16 Januari 2025 
Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

 

  

Riza Trianzah 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 berisikan tentang 

capaian serta kendala yang dihadapi selama Tahun 2024 dalam rangka pencapaian 

target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Program dan Kegiatan Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Keputusan Sekretariat 

Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Jenderal tahun 2021- 2024.  

Pada Tahun 2024, dalam Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

terdapat 2 Sasaran Strategis dan 18 Indikator yang seluruhnya merupakan indikator 

cascading dari Level 1 (Sekretariat Jenderal). Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan 

periodik setiap tiga bulan (triwulanan). Pencapaian atas target indikator kinerja dihitung 

menjadi Nilai Kinerja Organisasi (NKO) setiap periodenya,   

Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada Tahun 2024, termasuk kategori baik 

dengan penjelasan sebagai berikut:  

KINERJA ORGANISASI 

1. Pada Tahun 2024, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mempunyai 2 Sasaran 

Kegiatan dan 18 Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan 

Kinerja Tahun 2024. 

2. Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2024 sebesar 106,94% Nilai Kinerja Sasaran Program: 

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

dan; 

2. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi; 

3. Pada Tahun 2024 semua indikator optimal capainnya, namun beberapa indikator 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi capaian IKU 

pada Tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai 

berikut: 
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a. IKU bernotifikasi Biru (dengan capaian >=100%) terdiri dari: 

 IKU 03. Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosesdur dan Kriteria 

(NSPK) Manajemen ASN realisasi 89,71 atau telah mencapai 119,61% 

(target 75,00). 

 IKU 05. Nilai KelayakanPenyelenggaraan Penilaian Kompetensi KKP 

realisasi 84,86 atau telah mencapai 120,00% (target 65,00). 

 IKU 09. Indeks BerAKHLAK KKP realisasi 82,30 atau telah mencapai 

120,00% (target 65,00). 

 IKU 17. Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen 

pengetahuan yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

realisasi 133,33 atau telah mencapai 120,00% (target 94,00). 

b. IKU bernotifikasi hijau dengan capaian (dengan capaian >=100%) 

 IKU 1. Indeks Sistem Merit KKP realisasi 393,00 atau telah mencapai 

100,00% (target 393,00). 

 IKU 2. Indeks Profesionalitas ASN Setjen realisasi 87,05 atau telah 

mencapai 102,41% (target 85,00). 

 IKU 4. Indeks Pembinaan JF KKP realisasi 74,00 atau telah mencapai 

104,23% (target 71,00). 

 IKU 6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP realisasi 

100,00 atau telah mencapai 100,00% (target 100,00). 

 IKU 8. Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi 

KKP realisasi 133,33 atau telah mencapai 120,00% (target 94,00). 

 IKU 10. Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah realisasi 82,30 

atau telah mencapai 102,98% (target 80,00). 

 IKU 11. Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) realisasi 79,51 atau telah mencapai 

106,01% (target 75,00). 

 IKU 12. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

realisasi 82,20 atau telah mencapai 97,86% (target 84,00). 
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 IKU 13. Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

realisasi 89,76 atau telah mencapai 105,60% (target 85,00). 

 IKU 14. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 

realisasi 100,00 atau telah mencapai 100,00% (target 100,00). 

 IKU 15. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi realisasi 100,00 atau telah mencapai 100,00% 

(target 100,00). 

 IKU 16. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan 

untuk Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisas realisasi 

100,00 atau telah mencapai 105,26% (target 95,00). 

 IKU 11. Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi realisasi 98,90 atau telah mencapai 104,11% (target 95,00). 

 

c. IKU berwarna kuning dengan capaian 70<100% 

 Tidak ada IKU yang berwarna Kuning dalam Aplikasi Kinerjaku karena 

sudah sesuai target yang ditentukan. 

 

4. Untuk mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut berbagai upaya telah 

dilakukan oleh segenap jajaran di lingkungan Biro SDM Aparatur dan Organisasi yang 

mencakup koordinasi pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana 

aksi dalam rangka mencapai sasaran strategis dan indikator kinerja utama. Kendala 

dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya inidikator kinerja tersebut 

akan menjadi fokus perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Upaya koordinasi dan 

peningkatan kerja sama dengan unit kerja di lingkungan Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi terkait serta stake holder lainnya dilakukan dengan lebih intensif, 

mengingat terget indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran 

di seluruh Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 
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KINERJA ANGGARAN 

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2024, Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

mengelola anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 sebagaimana 

tertuang dalam DIPA awal adalah sebesar Rp20.207.737.000,00. Dengan terbitnya 

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal 

Pemotongan Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, 

Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi mendapat Alokasi Penghematan 

Automatic Adjusment sebesar Rp5.238.941.000,00 dan terdapat pergeseran 

anggaran ke Biro Umum dan PBJ untuk kegiatan Capacity Building lingkup Sekretariat 

Jenderal sebesar Rp281.570.000,00 sehingga pagu menjadi Rp14.687.226.000,00.  

Pada bulan September 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan usulan 

rekomposisi blokir Automatic Adjusment  untuk kebutuhan anggaran kegiatan 

pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) formasi tahun 2024 sebesar Rp1.381.400.000,00 

sehingga jumlah pagu anggaran Biro SDM Aparatur pada triwulan III menjadi 

Rp16.068.626.000,00.  Pada bulan November 2024 ada kebijakan pemerintah untuk 

penghematan sisa belanja  perjalanan dinas sesuai Surat dari Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 

November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan 

Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024.  Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

mendapat alokasi penghematan sebesar Rp1.599.936.000,00 (Satu Milyar Lima 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), 

sehingga Pagu Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada triwulan IV adalah 

Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta 

Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). 

 

Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan bulan 

Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus 

Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan 

Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu anggaran Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas 
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Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu 

Rupiah). 

 

 

PERISTIWA PENTING TAHUN 2024 

Upaya untuk mewujudkan profesionalisme dan kinerja Pegawai ASN yang 

memenuhi tuntutan publik, tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki oleh Pegawai 

ASN, sehingga diperlukan langkah yang objektif dalam pengukuran kompetensi yang 

memiliki validitas tinggi. Oleh karena itu, untuk menjaring dan mengukur kompetensi 

tersebut diperlukan tools atau metode penilaian kompetensi (Competency Assessment 

method) yang memiliki validitas baik konten, kriteria dan prediktif yang tinggi. 

Saat ini, Pengukuran kompetensi pegawai telah termuat dalam Peraturan Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembinaan 

Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai bermetode assesmen center. Hal 

lain, yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah standar dalam pendirian unit 

penilaian kompetensi pegawai. 

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah memiliki unit 

pelayanan penilaian kompetensi pegawai. Namun demikian, dalam proses 

penyelenggaraan penilaian kompetensi KKP dalam tahap tertentu masih 

menggunakan pihak ketiga seperti pada tahap tes penilaian potensi dan kompetensi 

yang kewenangannya belum dimiliki KKP. 

Guna menjalankan sustainibilitas atau kemampuan untuk melanjutkan kebijakan 

penerapan sistem merit dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN), tuntutan 

penilaian kompetensi terhadap 12.000 (duabelas ribu) pegawai, besarnya manfaat 

hasil penilaian kompetensi, efesiensi biaya penilaian kompetensi dibanding dengan 

menggunakan jasa pihak ketiga, dapat menjadi alasan pokok urgensi KKP memiliki 

dan membangun unit pelayanan penilaian kompetensi sebagai sebuah media strategis 

dalam mendukung pengembangan pegawai. 
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Hal lain terkait pembangunan unit AC adalah manfaat yang didapat, antara lain: 

1) Ketersediaan SDM yang kompetitif hasil Assessment Center memudahkan 

perencanaan strategis dalam menghadapi tantangan global 

2) Outputnya Sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan karir dan mutasi 

jabatan, dengan memperhatikan nilai JPM (Job Person Match) 

3) Bahan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, meliputi: mengurangi gap 

kompetensi melalui diklat berbasis kompetensi, menempatkan pegawai dengan 

memperhatikan kompetensi yang sangat menonjol, menyusun pemetaan 

kelompok bakat (talent pool mapping) SDM berbasis kompetensi. 

4) Dapat digunakan oleh pimpinan organisasi sebagai salah satu sarana/alat 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan manajemen talenta 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 48/Permen-

KP/2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi Mempunyai Tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, 

pengelolaan sumberdaya manusia aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi ini merupakan bentuk 

akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Biro SDM 

Aparatur dan Orgnisasi atas penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi ini Mengacu Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 

2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

menjelaskan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan yang 

memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sampai dengan Tahun 2024. 

Tujuan penyusunan laporan kinerja ini adalah sebagai Laporan Atas Kinerja Yang 

telah diperjanjikan Kepada Sekretaris Jenderal dan memberikan informasi kinerja kepada 

publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan sebagai upaya perbaikan 

berkesinambungan Biro SDM Aparatur dan Orgnisasi untuk meningkatkan kinerjanya. 
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B. Organisasi, Tugas dan Fungsi 

1.  Susunan Organisasi dan tata Kerja Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan 

Organisasi 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai salah satu unit 

organisasi di bawah Sekretariat Jenderal, mempunyai tugas melaksanakan 

koordinasi, pembinaan, pengelolaan sumberdaya manusia aparatur di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada  Tahun 2021, telah diterbitkan 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja KKP, untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan 

birokrasi guna mewujudkan organisasi KKP yang lebih proporsional, efektif dan 

efisien. Penataan organisasi dan tata kerja KKP telah mendapatkan persetujuan 

tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor B/1136/M.KT.01/2020 tanggal 25 Agustus 2020, hal penataan organisasi 

dan tata kerja KKP serta dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 

tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Dengan 

perubahan tersebut, struktur organisasi Sekretariat Jenderal menjadi sebagai 

berikut: 
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Struktur Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

 

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang  
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 

 

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Biro SDM Apatatur dan Organisasi 

  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat 

Jenderal sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP, Biro Sumber Daya 

Manusia Aparatur dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan 

pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, serta 

koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

menyelenggarakan fungsi:  

a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, 

manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya 

manusia aparatur. 

b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, 

pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;  

c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, 

pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;  
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d. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja 

pegawai; 

e. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, 

informasi, dan arsip kepegawaian;  

f. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata 

laksana;  

g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan 

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro.  

 

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

A. Organisasi dan Personalia  

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Biro SDM 

Aparatur dan Orgnisasi terdiri dari: 

 

1. Tim Kerja Pengembangan, Disiplin Pegawai dan Peraturan yang mempunyai 

fungsi: 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan pola karier 

pegawai; 

b. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

kepemimpinan dan diklat dasar Calon Pegawai Negeri Sipil; 

c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian 

ijazah; 

d. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemberian penghargaan dan 

tanda jasa; 

e. Penyiapan bahan dan koordinasi penetapan keputusan menteri di bidang 

tugas belajar dan ijin belajar; 

f. Penyiapan bahan rekomendasi penugasan perjalanan luar negeri dalam 

rangka peningkatan kapasitas sumberdaya manusia aparatur; 
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g. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pembinaan penegakan 

disiplin pegawai; 

h. Penyiapan bahan penyelesaian kasus-kasus kepegawaian; 

i. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rancangan dan 

diseminasi peraturan perundang-undangan tentang sumberdaya manusia 

aparatur; dan 

j. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan. 

Tim Kerja Pengembangan mempunyai tugas yaitu: 

a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan 

kebutuhan pengembangan pegawai, diklat kepemimpinan dan diklat dasar 

Calon Pegawai Negeri Sipil, ujian dinas tanda jasa, administrasi 

penetapan keputusan menteri di bidang tugas belajar dan ijin belajar, 

rekomendasi penugasan perjalanan luar negeri dalam rangka 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, serta monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan. 

b. Disiplin dan Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan pelaksanaan pembinaan penegakan disiplin pegawai, 

penyelesaian kasus-kasus kepegawaian, penyusunan rancangan dan 

diseminasi, peraturan perundang-undangan tentang sumber daya 

manusia aparatur di lingkungan KKP, serta monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan. 

 

2. Tim Kerja Perencanaan 

a. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan 

kebutuhan dan formasi pegawai; 

b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan seleksi penerimaan dan 

penempatan calon pegawai; 

c. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan kebutuhan 

pengembangan pegawai; 
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d. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan asesmen pegawai; 

e. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan. 

 

Tim Kerja Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan pelaksanaan penyusunan perencanaan kebutuhan dan formasi 

pegawai, penyusunan pola karier pegawai, seleksi penerimaan dan penempatan 

calon pegawai, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan. 

 

3. Tim Kerja Mutasi 

Tim Kerja Mutasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 

a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana; 

b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

kepangkatan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, 

dan jabatan pelaksana; dan  

c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

pemberhentian, pensiun, pemindahan, dan mutasi lainnya. 

 

Tim Kerja Mutasi mempunyai tugas yaitu: 

a. Melaksanakan Promosi dan Alih Tugas mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

pengangkatan, pembebasan, dan pemberhentian jabatan pimpinan tinggi, 

jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana. 

b. Melaksanakan Kepangkatan tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan kepangkatan jabatan 

pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan 

pelaksana. 
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c. Melaksanakan Pemberhentian dan Pensiun tugas melakukan penyiapan 

bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

pemberhentian, pensiun, pemindahan, dan mutasi 

 
4. Tim Kerja Jabatan Fungional 

Tim Kerja Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut 

a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian dan 

analisis jabatan fungsional; 

b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pembinaan 

jabatan fungsional; 

c. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengembangan 

jabatan fungsional; 

d. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan 

administrasi angka kredit jabatan fungsional; 

e. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan penetapan 

penyesuaian/inpassing jabatan fungsional; dan 

f. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan monitoring, 

evaluasi, dan pelaporan. 

 

Tim Kerja Jabatan Fungsional mempunyai tugas yaitu: 

a. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, 

analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan 

pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan 

pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional dibawah 

pembinaan KKP; 

b. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, 

analisis, monitoring, evaluasi dan informasi jabatan fungsional, pemantauan 

dan pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan 

pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional rumpun 

manajmen, arsiparis dan pustakawan, kekomputeran, keuangan, pendidikan, 

akuntansi dan anggaran, pengawas kualitas, dan keamanan; dan 
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c. Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan kajian, 

analisis, monitoring, dan informasi jabatan fungsional, pemantauan dan 

pengelolaan administrasi angka kredit, pengangkatan, pembebasan dan 

pemberhentian serta fasilitasi pengembangan jabatan fungsional rumpun 

matematika dan statistik, hukum dan peradilan, penerangan dan seni 

budaya, peneliti dan perekayasa, dan kesehatan. 

 

5. Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi 

Pelayanan 

 Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi 

Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyiapan koordinasi dan 

pelaksanaan PPKP, pengelolaan laporan harta kekayaan penyelenggara negara 

(LHKPN) dan laporan harta kekayaan Aparatur sipil negara (LHKASN), 

administrasi kepegawaian, pelayanan kesehatan pejabat pimpinan tinggi madya, 

fasilitas reformasi birokrasi lingkup Setjen, dan program penguatan sistim 

Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara KKP, pengelolaan 

Arsip, data dan Informasi kepegawaian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, 

serta urusan tata laksana usaha dan rumah tangga Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. 

Tim Kerja Manajemen Kinerja Informasi Kepegawaian dan Digitalisasi Pelayanan 

mempunyai tugas yaitu: 

a. Manajemen Kinerja dan Informasi Kepegawaian mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan PPKP, 

pengelolaan sistim aplikasi PPKP, penatausahaan penilaian prestasi kerja 

pejabat pimpinan tinggi, pengelolaan sistim, data dan informasi 

kepegawaian, serta tunjangan kinerja pegawai, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan.; 

b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitas pelaksanaan reformasi 

birokrasi lingkup Sekretariat Jenderal dan program penguatan sistim 

manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur Sipil Negara KKP, pengelolaan 
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laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta 

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) KKP, serta penyusunan 

Organisasi dan Tata laksana kepegawaian, monitoring, evaluasi dan 

pelaporan.; dan 

 

6. Tim Kerja Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi 

Koordinator Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan dan 

evaluasi organisasi dan tata laksana KKP, reformasi birokrasi di lingkungan KKP. 

Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Organisasi dan Tata Laksana 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis, evaluasi, 

penataan, dan evaluasi organisasi KKP, serta analisis dan evaluasi jabatan; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi penyusunan, analisis dan evaluasi 

tata laksana, tata hubungan kerja, dan reformasi birokrasi KKP serta 

pengukuran beban kerja KKP; dan 

c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta pengelolaan kinerja 

biro serta penyusunan Organisasi dan Tata laksana kepegawaian, monitoring, 

evaluasi dan pelaporan. 

Tim Kerja Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas, yaitu: 

a. Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan 

fasilitasi penyusunan, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi KKP, serta 

analisis dan evaluasi jabatan; 

b. Tata Laksana mempunyai tugas Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi 

penyusunan, analisis dan evaluasi tata laksana, pengukuran beban kerja 

KKP, dan fasilitasi reformasi birokrasi KKP; 

 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

7. Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN 

 Dalam Tim Kerja Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai ASN 

penyiapan dan pengelolaan tim penilaian potensi, penyiapan dan pengelolaan tim 

penilaian kompetensi mansoskul dan teknis, perencanaan, pelaksanaan, 

pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan penilaian potensi, perencanaan, 

pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi penyelenggaraan penilaian kompetensi 

mansoskul dan teknis, perancangan, pengembangan, dan evaluasi sistem 

informasi penilaian kompetensi mansoskul dan teknis; pengelolaan basis data 

dan dokumen penilaian Potensi, pengelolaan basis data dan dokumen penilaian 

kompetensi mansoskul dan teknis, penjaminan mutu penilaian kompetensi 

mansoskul dan teknis, pengelolaan prasarana dan sarana unit penilaian 

kompetensi, dan pelaksanaan kerja sama penilaian Potensi, pelaksanaan kerja 

sama penilaian kompetensi mansoskul dan teknis, Penelahaan dan analisis hasil 

penilaian potensi dan kompetensi dalam pemanfaatan hasil penilaian 

kompetensi, Pengurusan akreditasi penyelenggaraan penilaian kompetensi 

kepada BKN, dan teknik, metode, dan alat ukur penilaian kompetensi. 

a. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, 

manajemen talenta, monitoring dan evaluasi pembinaan sumber daya 

manusia aparatur;  

b. koordinasi, alih tugas jabatan, kepangkatan, penghargaan, disiplin, 

pemberhentian, dan pemensiunan pegawai;  

c. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengkajian, analisis, pembinaan, 

pengembangan, dan pengelolaan administrasi angka kredit, serta 

monitoring, evaluasi, dan pelaporan jabatan fungsional;  

d. koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian prestasi kerja 

pegawai;  

e. koordinasi, penyusunan, dan pelaksanaan pengelolaan sistem, data, 

informasi, dan arsip kepegawaian;  

f. koordinasi dan fasilitasi, analisis, penataan, dan evaluasi organisasi, dan tata 

laksana; 
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g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi; dan  

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan biro. 

 

Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 39   Tahun 2023 bertugas sebagai unit 

penyelenggara penilaian kompetensi. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi 

dipimpin oleh kepala. Kepala merupakan ex-officio JPT Pratama yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya 

manusia aparatur. 

 

8. Tim Kerja DUKMAN 

 Dukungan Manajemen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan 

kinerja, keuangan, barang milik negara, sumberdaya manusia aparatur, 

kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pemrosesan kenaikan gaji berkala 

lingkup Setjen, pengelolaan arsip kepegawaian, usulan kartu pegawai, kartu istri 

/suami dan taspen, serta pelayanan kesehatan pejabat pimpinan tinggi madya, 

serta evaluasi dan pelaporan biro. 

 

a. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi; 

b. Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi; 

c. Persentase penyelesaian Temuan BPK Biro SDM Aparatur dan Organisasi; 

d. Persentase jumlah Rekomendasi Hasil; 

e. Pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi; 

f. Persentase unit kerja yang menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan 

yang Terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi; 

g. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi; dan  



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

h. Persentase penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-

undangan bidang pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi. 

 

Uraian fungsi Tim Kerja Dukungan Manajemen, yaitu: 

 Penyusunan rencana, program, dan anggaran Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi, pengelolaan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan 

keuangan Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan barang milik negara 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan sumber daya manusia aparatur 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan organisasi dan tata laksana Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi, pengelolaan persuratan dan kearsipan Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi, pengelolaan kerumahtanggaan Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi, evaluasi dan pelaporan Biro SDM Aparatur dan Organisasi, 

penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi, penerapan sistem manajemen pengetahuan yang 

terstandar, dan pengadministrasian kenaikan gaji berkala lingkup Sekretariat 

Jenderal. 

 

Sumber Daya Manusia yang berada pada Biro Sdm Aparatur Dan 

Organisasi 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2024 memiliki Sumber 

Daya Manusia sejumlah 74 (tujuh puluh empat) orang pegawai, yang terdiri dari 

67 (enam puluh tujuh) orang PNS, 2 (dua) orang PPPK dan 5 (lima) orang tenaga 

kontrak, Keragaan pegawai Biro SDM Aparatur dapat dijelaskan berdasarkan 

jabatan dan golongan dengan komposisi sebagai berikut: 
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Tabel 1 

Komposisi Pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi  
berdasarkan Satuan Kerja dan Jenis Kelamin Tahun 2023 

 

No. Unit Kerja Laki-laki 
(orang) 

Perempuan 
(orang) 

Jumlah 
SDM 

(orang) 

1. Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 

1 - 1 

2. Tim Kerja Perencanaan 3 1 4 

3. Tim Kerja Pengembangan 5 2 7 

4. Tim Kerja Mutasi 2 5 7 

5. Tim Kerja Jabatan Fungsional 4 4 8 

6. Tim Kerja MKRBDP 6 3 9 

7. Tim Kerja ORTALA dan RB 5 4 9 

8. Tim Kerja P2K 4 6 10 

9. Tim Kerja DUKMAN 8 7 15 

10 Tenaga Kontrak 2 3 5 

Jumlah   74 

 

B. Potensi 

Reformasi Birokrasi (RB) dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan 

prasyarat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk itu perlu 

dilakukan pemetaan potensi yang dimiliki oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi, 

untuk memanfaatkan secara efektif dan efisien dari peluang dan kesempatan yang 

ada. Potensi yang dimiliki oleh Biro SDM Aparatur dan Organisasi antara lain:  

1. komitmen kuat dari pimpinan dan seluruh aparatur Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik; 
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2. SDM baik struktural maupun fungsional yang handal dalam melaksanakan 

tugas dan fungsi Biro SDM Aparatur dan Organisasi;  

3. sarana dan prasarana aparatur dalam pelaksanaan kegiatan perkantoran yang 

memadai;  

4. peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum yang kuat dalam 

pelaksanaan kegiatan di KKP;  

5. sistem kerja berbasis elektronik dan teknologi informasi yang dapat 

meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja;  

6. perencanaan program, anggaran, dan pengelolaan kinerja yang baik dan 

berkualitas; 

7. pelaksanaan RB dalam peningkatan Birokrasi yang efektif, bersih, efisien, dan 

akuntabel; dan  

8. informasi publik yang transparan dan kehumasan yang komunikatif dan adaptif. 

 

C. Permasalahan dan Tantangan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2024 telah memiliki unit 

pelayanan penilaian kompetensi pegawai. Namun demikian, dalam proses 

penyelenggaraan penilaian kompetensi KKP dalam tahap tertentu masih 

menggunakan pihak ketiga seperti pada tahap tes penilaian potensi dan kompetensi 

yang kewenangannya belum dimiliki KKP.   

Guna menjalankan sustainibilitas atau kemampuan untuk melanjutkan 

kebijakan penerapan sistem merit dalam mengelola Aparatur Sipil Negara (ASN), 

tuntutan penilaian kompetensi terhadap 12.000 (duabelas ribu) pegawai, besarnya 

manfaat hasil penilaian kompetensi, efesiensi biaya penilaian kompetensi dibanding 

dengan menggunakan jasa pihak ketiga, dapat menjadi alasan pokok urgensi KKP 

memiliki dan membangun unit pelayanan penilaian kompetensi sebagai sebuah 

media strategis dalam mendukung pengembangan pegawai. 

 

Untuk mengoptimalkan kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi masih 

terdapat permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan upaya penyelesaian di 

Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:  
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1. belum seluruh pegawai dapat mengikuti program peningkatan kapasitas melalui 

pelatihan sesuai dengan ketentuan dalam memenuhi nilai Indeks 

Profesionalisme ASN (IP ASN) serta melengkapi ketentuan manajemen talenta 

pengembangan SDM aparatur; 

2. belum seluruh pegawai mendapatkan luasan ruang kerja yang ideal karena 

keterbatasan pemilikan gedung perkantoran;  

3. masih diperlukan penataan organisasi di lingkungan Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi yang disesuaikan dengan analisis beban kerja dan kebutuhan 

organisasi yang bersifat dinamis;  

4. Pelaksanaan pemerintahan berbasis digital masih perlu penguatan sarana dan 

prasarana SDM untuk mencapai indeks SPBE; dan 

 

kungan Strategis 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 

 

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 Tentang 

Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana 

Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 yang 

ditanda tangan oleh Sekretaris Jenderal KKP tanggal 1 November 2024, Rencana Strategis 

(Renstra) Sekretariat Jenderal (Setjen) KKP 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024. 

Renstra Setjen KKP 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah 

kebijakan, strategi, program, kegiatan, dan anggaran pada Sekretariat Jenderal dan 

dipergunakan sebagai acuan setiap unit organisasi eselon II lingkup Sekretariat Jenderal 

dalam menetapkan dan menerapkan Indikator Kinerja, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja 

Anggaran untuk periode 5 (lima) tahun. 

                

B. Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi melaksanakan program kerja yang 

mendukung pelaksanaan program Sekretariat Jenderal secara keseluruhan yaitu 

Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Sedangkan program kerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi adalah meningkatkan 

pembinaan dan pengelolaan kepegawaian KKP. Tujuan kegiatan Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi adalah 

“Terwujudnya dukungan manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur yang 

profesional di lingkungan KKP”. 
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Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa kegiatan yaitu: Pengelolaan SDM dan 

Organisasi yang dijabarkan dalam output sebagai berikut: 

a. Layanan Manajemen SDM 

b. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 

 

Untuk mencapai Output tersebut dengan sejumlah target indikator sebagaimana 

tabel di atas, telah dialokasikan anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 

2024 sebagaimana tertuang dalam table data DIPA dibawah ini: 

KETERANGAN ANGGARAN 

Pagu Awal Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi 
Rp20.207.737.000,00. 

Alokasi Penghematan Automatic 

Adjusment 
(Rp5.238.941.000,00) 

Pergeseran anggaran ke Biro Umum 

dan PBJ untuk kegiatan Capacity 

Building lingkup Sekretariat Jenderal 

(Rp281.570.000,00) 

Rekomposisi blokir Automatic 

Adjusment untuk kebutuhan anggaran 

kegiatan pengadaan ASN (CPNS dan 

PPPK) formasi tahun 2024 

Rp1.381.400.000,00 

Penghematan Belanja Perjalanan 

Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 

2024 

(Rp1.599.936.000,00) 

Pagu Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi pada triwulan IV 
Rp14.468.690.000,00 

REALISASI Rp14.315.625.478,00 

REALISASI (%) 98,90% 
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Indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam Perjanjian 

Kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Laporan Kinerja Biro SDM 

Aparatur, terdapat 2 Sasaran Kegiatan yang di jabarkan dalam 18 indikator kinerja 

yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 2. Sasaran Kegiatan indikator Kinerja dan Target IKU  

Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 
 

SASARAN KEGIATAN URAIAN IKU TARGET 

Tatakelola pemerintahan 
yang baik lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi 

1 Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai) 393 

2 Indeks Profesionalitas ASN KKP (indeks) 85 

3 
Indeks Implementasi Norma, Standar, 
Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
Manajemen ASN di Lingkungan KKP 

75 

4 Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) 71 

5 
Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi (nilai) 

65 

6 
Persentase Penyederhanaan Struktur 
Organisasi KKP (Persentase) 

100 

7 
Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan 
dan Perikanan tingkat nasional (kategori) 

4 

8 
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai) 

5 

9 Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase) 65 

10 
Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 
(Persentase) 

80 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

Terwujudnya layanan 
dukungan manajemen 
yang baik lingkup Biro 
SDMAO 

11 
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk 
mendapat predikat menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (Nilai) 

75 

12 
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi 

84 

13 
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro 
SDM Aparatur(%) 

85 

14 

Presentase Penyelesaian Program 
Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pengelolaan SDM 
Aparatur dan Organisasi (%) 

100 

15 
Presentase penyelesaian temuan BPK 
Lingkup Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi  (%) 

100 

16 

Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Lingkup Biro SDMA  
(%) 

95 

17 
Unit kerja Biro SDMA  yang menerapkan 
sistem manajemen pengetahuan yang 
terstandar (%) 

94 

18 
Presentase Realisasi Penyerapan 
Anggaran Biro SDm Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 

 

Sumber: Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 

 

C. Pemanfaatan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Pemantauan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 

dilakukan dengan mengikuti tradisi yang dilakukan di Biro Perencanaan KKP yaitu 

secara berkala melalui beberapa jenis periode yang terdiri dari triwulanan, 

semesteran dan tahunan. Selain itu, Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan 

pemantauan mandiri di tingkat internal dengan frekuensi yang lebih tinggi yakni 

bulanan karena diamanatkan oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi sebagai 

pimpinan tertinggi di Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 
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Hasil pemantauan yang dilakukan mulai dari periode triwulanan dilaporkan ke 

Biro Perencanaan melalui aplikasi kinerjaku (www.kinerjaku.kkp.go.id) dan laporan 

kinerja periode tahunan turut dilaporkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi melalui tautan esr.menpan.go.id. Hasil pemantauan 

informasi kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi periode bulanan juga bermanfaat 

bagi Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi beberapa bawahan Kepala Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi dalam melengkapi Sasaran Kinerja Individu yang dilaporkan 

ke Badan Kepegawaian Negara melalui tautan ekinerja.bkn.go.id. 

Pemantauan Informasi Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 

2024, melakukaan pemantauan terhadap IKU yang tidak tercapai pada tahun 2023 

sehingga kami melakukan evalusi terhadap IKU BerAKHLAK sehingga dari Hasil 

survei Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan 

dari tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks BerAKHLAK 78.9%, 

perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun nilai tersebut masih 

memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

kesehatan yang telah dicapai saat ini. Berdasarkan kategori indeks BerAKHLAK dan 

hasil penilaian indeks BerAKHLAK KKP memperoleh kategori Sehat dengan range 

indeks 78.9% dan rata-rata nasional 68.1%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan 

dua kategori penilaian yaitu Survei BerAKHLAK dan evaluasi organisasi. 
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D. Keselarasan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024,  Rencana Kerja 
2024 dan Perjanjian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 2024. 
 

Renstra Setjen 2020-2024 PK Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 2024 

Rencana Kerja 
Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi 2024  Target  Target 

Indeks Sistem Merit KKP 
(Nilai) 

393 
Indeks Sistem Merit KKP 
(Nilai) 

393 
Indeks Sistem Merit KKP 
(Nilai) 

Indeks Profesionalitas 
ASN Setjen (Indeks) 

85 
Indeks Profesionalitas 
ASN Setjen (Indeks) 

85 
Indeks Profesionalitas 
ASN Setjen (Indeks) 

Indeks Implementasi 
Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria (NSPK) 
Manajemen ASN (Indeks) 

75 

Indeks Implementasi 
Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria (NSPK) 
Manajemen ASN (Indeks) 

75 

Indeks Implementasi 
Norma, Standar, Prosedur 
dan Kriteria (NSPK) 
Manajemen ASN (Indeks) 

Indeks Pembinaan JF 
KKP (Indeks) 

71 
Indeks Pembinaan JF 
KKP (Indeks) 

71 
Indeks Pembinaan JF 
KKP (Indeks) 

Nilai Kelayakan 
Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi KKP (nilai) 

65 

Nilai Kelayakan 
Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi KKP (nilai) 

65 

Nilai Kelayakan 
Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi KKP (nilai) 

Persentase 
Penyederhanaan Struktur 
Organisasi KKP (%) 

100 

Persentase 
Penyederhanaan Struktur 
Organisasi KKP (%) 

100 

Persentase 
Penyederhanaan Struktur 
Organisasi KKP (%) 

Penetapan Penghargaan 
ASN Bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat 
Nasional (Nilai) 

4 

Penetapan Penghargaan 
ASN Bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat 
Nasional (Nilai) 

4 

Penetapan Penghargaan 
ASN Bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat 
Nasional (Nilai) 

Tingkat Capaian Sistem 
Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi 
KKP (Nilai) 

5 

Tingkat Capaian Sistem 
Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi 
KKP (Nilai) 

5 

Tingkat Capaian Sistem 
Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi 
KKP (Nilai) 

Indeks BerAKHLAK KKP 
(%) 

65 
Indeks BerAKHLAK KKP 
(%) 

65 
Indeks BerAKHLAK KKP 
(%) 

Presentase Rekomendasi 
Kebutuhan JF Daerah (%) 

80 
Presentase Rekomendasi 
Kebutuhan JF Daerah (%) 

80 
Presentase Rekomendasi 
Kebutuhan JF Daerah (%) 
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Nilai Minimal yang 
dipersyaratkan unit Kerja 
Berpredikat menuju 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) (Nilai) 

75 

Nilai Minimal yang 
dipersyaratkan unit Kerja 
Berpredikat menuju 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) (Nilai) 

75 

Nilai Minimal yang 
dipersyaratkan unit Kerja 
Berpredikat menuju 
Wilayah Bebas dari 
Korupsi (WBK) (Nilai) 

Nilai Penilaian Mandiri 
SAKIP Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Nilai) 

84 

Nilai Penilaian Mandiri 
SAKIP Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Nilai) 

84 

Nilai Penilaian Mandiri 
SAKIP Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Nilai) 

Indeks Profesionalitas 
ASN Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Indeks) 

85 

Indeks Profesionalitas 
ASN Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Indeks) 

85 

Indeks Profesionalitas 
ASN Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi (Indeks) 

Persentase Penyelesaian 
Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Pengelolaan SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 

100 

Persentase Penyelesaian 
Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Pengelolaan SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 

100 

Persentase Penyelesaian 
Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Pengelolaan SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 

Persentase Penyelesaian 
Temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

100 

Persentase Penyelesaian 
Temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

100 

Persentase Penyelesaian 
Temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 

Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 

Persentase Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

Persentase Unit Kerja 
yang menerapkan Sistem 
manajemen pengetahuan 
yang terstandar lingkup 
Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

94 

Persentase Unit Kerja 
yang menerapkan Sistem 
manajemen pengetahuan 
yang terstandar lingkup 
Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

94 

Persentase Unit Kerja 
yang menerapkan Sistem 
manajemen pengetahuan 
yang terstandar lingkup 
Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi (%) 

Persentase Penyerapan 
Anggaran Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 

95 

Persentase Penyerapan 
Anggaran Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 

95 

Persentase Penyerapan 
Anggaran Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(%) 
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Matrik 4 Lampiran Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 11 Tahun 2024 

Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 17 Tahun 2020 

Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan 

Tahun 2020-2024 memuat butir-butir Indikator Kinerja untuk menjadi tanggung jawab 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi di Tahun Anggaran 2024. Adapun ke-17 butir 

Indikator Kinerja tersebut dapat dilihat dalam Tabel 4 di atas. Di sebelah kanan kolom 

Renstra Setjen 2020-2024 pada tabel yang sama, dapat kita lihat ke-18 butir Indikator 

Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi tahun 2024 dan rencana kerja Biro Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi. 

Dengan melalukan komparasi butir-butir indikator kinerja baik nomenklatur 

maupun besar target indikator terutama antara Renstra Setjen 2020-2024 dan 

Perjanjian Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi 2024, kita Dapatkan 

keselarasan antara Rencana Strategis Sekretariat Jenderal 2020-2024 dan Perjanjian 

Kinerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 yang ditunjang  oleh 

rencana kerja Biro Biro SDM Aparatur dan Organisasi di tahun yang sama. 

Keselarasan dalam perencanaan indikator kinerja secara hakikatnya adalah salah satu 

prasyarat pemenuhan akuntabilitas kinerja yang sejalan dengan semangat yang 

diusung oleh  Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan  

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan 

Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 

 

Akuntabilitas Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan 

kinerja secara kolektif dari seluruh tim di Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dengan 

didasarkan atas perjanjian kinerja telah dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja 

secara berkala.  

Dalam pelaksanaannya, pengukuran dan pelaporan kinerja Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), Secara 

umum Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi Tahun 2024 sebesar 106.94%. 

Gambar 3. Dashboard Capaian Kinerja Tahun 2024 Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi pada aplikasi kinerjaku.kkp.go.id 

Sumber: www.kinerjaku.kkp.go.id 
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B. Analisi Capaian Kinerja 

  

Capaian Kinerja IKU 
Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Triwulan IV Tahun 2023 

Capaian Kinerja IKU 
Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Triwulan IV Tahun 2024 
 
 

Gambar: 
Capaian Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

 

Secara rinci capaian indikator kinerja utama di untuk Sasaran Strategis 

terwujudnya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi Tahun 2024 dapat diikuti pada tabel berikut: 
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Tabel 4. 

Capaian Kinerja Tahun 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

 

SASARAN 
KEGIATAN 

URAIAN IKU 

Target 

Realisasi Capaian 
Tahun TW IV 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang Baik di 
Pengelolaan 
SDM Aparatur 

1 
Indeks Penerapan Sistem 
Merit (nilai) 

393 393 393 100,00 

2 
Indeks Profesionalitas ASN 
KKP (indeks) 

85 85 87,05 102,41 

3 

Indeks Implementasi Norma, 
Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) Manajemen 
ASN di Lingkungan KKP 

75 75 89,71 119,61 

4 
Indeks Pembinaan JF Setjen 
(Indeks) 

71 71 74,00 104,23 

5 
Nilai Kelayakan 
Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi (nilai) 

65 65 84,86 120,00 

6 
Persentase Penyederhanaan 
Struktur Organisasi KKP 
(Persentase) 

100 100 100,00 100,00 

7 

Penetapan ASN Teladan 
bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat nasional 
(kategori) 

4 4 7 120,00 

8 

Tingkat Capaian Sistem Kerja 
untuk 
Penyederhanaan Birokrasi 
KKP (Nilai) 

5 5 5 100,00 

9 
Indeks BerAKHLAK KKP 
(Persentase) 

65 65 78,90 120,00 

10 
Rekomendasi Kebutuhan JF 
Daerah (Persentase) 

80 80 82,30 102,88 
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11 

Nilai minimal yang 
dipersyaratkan untuk 
mendapat predikat menuju 
Wilayah Bebas dari Korupsi 
(Nilai) 

75 75 79,51 106,01 

12 
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP 
Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 

84 84 82,20 97,86 

Terwujudnya 
layanan 
dukungan 
manajemen yang 
baik lingkup Biro 
SDMAO 

13 
Indeks Profesionalitas ASN 
lingkup Biro SDM 
Aparatur(%) 

85 85 89,76 105,60 

14 

Presentase Penyelesaian 
Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-
undangan Bidang 
Pengelolaan SDM Aparatur 
dan Organisasi (%) 

100 100 100,00 100,00 

15 

Presentase penyelesaian 
temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan 
Organisasi  (%) 

100 100 101,00 101,00 

16 

Presentase Jumlah 
Rekomendasi Hasil 
Pengawasan yang 
Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Lingkup 
Biro SDMA  (%) 

95 95 100,00 105,26 

17 

Unit kerja Biro SDMA  yang 
menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan 
yang terstandar (%) 

94 94 133,33 120,00 

18 

Presentase Realisasi 
Penyerapan Anggaran Biro 
SDm Aparatur dan 
Organisasi (%) 

95 95 98,90 104,11 

 

Dalam mencapai Sasaran Kegiatan, Biro SDM Aparaatur dan Organisasi telah 

mengevaluasi dan menganalisis kinerja dalam rangka menggambarkan keterkaitan 

pencapaian kinerja kegiatan dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan 

tujuan. Capaian kinerja Biro Biro SDM Aparaatur dan Organisasi Triwulan IV Tahun 
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2024 sebesar 106.65%, bila dibandingkan dengan capaian kinerja Biro SDM Aparaatur 

dan Organisasi Triwulan III Tahun 2024, terdapat penurunan nilai poin sebesar 

13,35%. 

Pada tahun 2024, terdapat 18 Sasaran Kegiatan dan terdapat 12 IKU yang 

capaiannya melebihi 100 persen yaitu:  

1) Indeks Profesionalitas ASN Setjen 

2) Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 

Manajemen ASN 

3) Indeks Pembinaan JF KKP 

4) Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP 

5) Indeks BerAKHLAK KKP 

6) Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 

7) Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) 

8) Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

9) Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi 

10) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 

Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

11) Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan 

yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

12) Persentase Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi 
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Tercapainya Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada didasarkan dengan 

analisis sasaran kegiatan yang telah ditetapkan yaitu: 

 

 

 

IKU 1 : Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai) 

 

Persentase Penerapan sistem merit merupakan mandat UU Nomor 5 Tahun 

2014 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan ASN yang 

transparan dan berkeadilan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan 

kinerjanya. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan 

pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar 

dengan tanpa diskriminasi. Tujuan sistem merit ini untuk: 

1. Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka 

pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya; 

2. Mempertahankan ASN melalui pemberian kompensasi yang adil dan layak; 

3. Mengembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat; 

4. Melindungi karier ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertentangan dengan 

prinsip merit (nepotisme, primordialisme). 

Penerapan sistem merit ini akan menghapus praktik-praktik ketidakadilan 

mulai dari tahap perencanaan dan penetapan kebutuhan, pengadaan 

(rekruitmen), pengembangan kompetensi, penilaian kinerja dan disiplin, 

pengembangan karier, hingga pemberian imbalan berupa gaji, tunjangan, 

perlindungan, pensiun, dan jaminan hari tua. Untuk mengetahui tingkat maturitas 

(kematangan) instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit, ditetapkan 

alat ukur berupa Indeks Sistem Merit. Dalam Permen PAN dan RB Nomor 40 

Sasaran Kegiatan 

1. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 
2. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi 
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Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen Aparatur Sipil 

Negara, bahwa aspek penilaian dalam penerapan sistem merit meliputi: 

perencanaan kebutuhan; pengadaan; pengembangan karier; promosi dan mutasi; 

manajemen kinerja; penggajian, penghargaan dan disiplin; perlindungan dan 

pelayanan; dan sistem informasi. Hasil penilaian akan dikelompokkan dalam 

kategori penilaian sesuai nilai dan indeks yang dicapai dengan sebutan “kategori 

I” untuk indek 0 – 0,4 sampai dengan “kategori IV” (sangat baik) dengan indeks 

0,8– 1. Pada Tahun 2024 ini, target capaian nilai untuk sistem merit sama 

besarnya seperti taun sebelumnya dengan nilai sebesar 393. 

KKP telah dua kali mendapatkan anugerah metokrasi dengan predikat 

sangat baik. Pertama pada tahun 2019 pertama kali anugerah diselenggarakan 

KKP mendapatkan nilai 361, Indeks 0,8 melalui Keputusan KASN Nomor 04 tahun 

2019. Dan pada tahun 2021, KKP juga mendapatkan anugerah meritokrasi 

dengan sangat baik dengan nilai 390,5 dan Indeks 0,95 melalui Keputusan KASN 

Nomor 99 Tahun 2021 dan pada tahun 2023 KKP juga mendapatkan anugerah 

Katagori IV (Sangat Baik) dengan nilai 393 dan Indeks 0,96 melalui Keputusan 

KASN Nomor 162 Tahun 2023. Peningkatan rerata nilai sistem merit menunjukkan 

komitmen KKP secara keberlanjutan menerapkan system merit dslam manajemen 

ASN. 

Dengan demikian berdasarkan  Pasal  111  Undang-Undang Nomor  5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Instansi Pemerintah yang telah 

menerapkan  Sistem Merit dalam pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara 

dengan persetujuan Komisi  Aparatur  Sipil  Negara  dapat dikecualikan  dalam 

pengisian Jabatan  Pimpinan Tinggi secara terbuka dan kompetitif. 
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Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 1 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 1 Indeks Penerapan Sistem Merit (nilai) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

0,9 0,95 0,95 0,96 393 393 393 100,00% - 393 100% 0,96 100% 

 

Sumber: Keputusan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 162KEP.KASN/C/XI/2023 Tentang Penetapan Kategori, Penilaian,  

 dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan  

 Perikanan. 

 

Indeks Sistem Merit KKP adalah sebesar 0,96 atau telah mencapai 112,94 persen 

(sebesar 112,94 persen apabila dalam aplikasi kinerjaku). Apabila dibandingkan dengan 

target 2024 pada Renstra Setjen 2020-2024, realisasi tersebut telah mencapai 111,76 

persen dari target sebesar 0,85. Keberhasilan pencapaian target kinerja ini didorong 

dengan adanya penyempurnaan dan perbaikan dari aspek perencanaan kebutuhan, 

pengadaan, pengembangan karis, promosi dan mutase pegawai, serta manajemen 

kinerja. 

Berdasarkan Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 99/KEP.KASN/C/XI/2021 

tentang Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 

KKP, telah ditetapkan hasil penilaian penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di 

lingkungan KKP pada Kategori IV (sangat Baik) dengan Nilai 393 dan indeks 0,96. 

Berdasarkan hasil penilaian tersebut Komisi Aparatur Sipil Negara merekomendasikan 

beberapa hal untuk penyempurnaan aspek-aspek sebagai berikut : 

a. Perencanaan Kebutuhan  

Menetapkan analisis jabatan Analisis Beban Kerja, peta jabatan, rencana kebutuhan 

dan rencana pemenuhan kebutuhan pegawai jangka menengah yang telah 

disesuaikan dengan perubahan SOTK dan penyederhanaan birokrasi. 
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b. Pengadaan 

Mengintegrasikan Pelatihan Dasar CPNS, dengan program pengembangan 

kompetensi lainnya dan melaksanakan evaluasi pasca Latsar sesuai dengan PerLAN 

Nomor 1 Tahun 2021. 

c. Pengembangan Karier 

 Menyusun dan menetapkan SKJ untuk seluruh jabatan 

 Menyempurnakan manajemen yang telah dibangun dengan memperhatikan 

prinsip-prinsip manajemen talenta agar menghasilkan rencana suksesi. 

 Melaksanakan pengembangan dan pembinaan karir pegawai berdasarkan pada 

Manajemen Talenta. 

 Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan program-program pengembangan 

kompetensi pegawai. 

d. Promosi dan Mutasi 

Menyesuaikan kebijakan pola karir pegawai yang mengatur tentang jalur karir pegawai 

sebagai kerangka dasar pelaksanaan manajemen talenta. 

e. Manajemen Kinerja  

Melaksanakan analisis permasalahan kinerja bagi pegawai yang tidak dapat mencapai 

target kinerja dan menyusun strategi untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 

 

Sedangkan untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi di lingkungan KKP yang penilaian 

sistem meritnya telah ditetapkan dalam kategori IV (sangat baik) dapat disetujui untuk 

dikecualikan dari ketentuan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara terbuka dan 

kompetitif, apabila KKP telah memiliki dan atau telah melakukan penyempurnaan 

terhadap talent pool, rencana suksesi, dan telah memiliki kebijakan pola karir instansi 

yang mengatur tentang pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi melalui talent pool dan 

rencana suksesi serta berkoordinasi dengan KASN sesuai dengan peraturan 

perundangan-undangan yang berlaku. Keputusan atas Penilaian KASN tersebut berlaku 

selama 2 tahun sejak tanggal ditetapkannya yaitu 30 November 2021. 
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Kedepan beberapa upaya perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2022 dalam rangka 

meningkatkan indesk system Merit antara lain : 

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil Komisi Aparatur sipil Negara untuk 

menyempurnakan Aspek – Aspek diantaranya Aspek perencanaan kebutuhan, 

Aspek Pengadaan Pegawai, Aspek pengembangan karier pegawai, Aspek 

Promosi dan Alih tugas pegawai dan Aspek Manajemen Talenta. 

2. Koordinasi internal dan eksternal terkait pemenuhan dokumen sistim merit. 

 

Dalam penilaian system merit kementerien kelauatan dan perikanan mendapatakan 

nilai tertinggi dalam penilaian tingkat kememnterian, Kalau rangking keseluruhan 

kementerian/lembaga/pemerintah daerah dibawah Jawa Barat. Dengan hasil ini kita bisa 

terus meningkatkan kualitas penerapan sistem merit, tidak hanya sebatas pada kualitas 

penyelenggaraan tata kelola sistem merit yang adil melayani dan memberikan kontribusi 

nyata terharap kualitas peningkatan karir dan tata kelola pemerintahan yang baik serta 

kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkemajuan. 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Penerapan Sistem Merit 

diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai 

dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya 

tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran 

dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja 

dan realisasi anggaran sebesar Rp113.983.100 dari pagu Rp146.697.000 

(77,69%). 

 

 

 

IKU 2 : Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks) 

 

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta 

derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. 

IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019 yang 

dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 

tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara. Nilai Indeks 

Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang 

diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan 

Perikanan, dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 

tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Nilai diukur setiap 

tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. 

Kinerja dan 4. Disiplin berdasarkan Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas 

ASN yang dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:  

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan 

ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah 

diupdate pada aplikasi SIMPEG Online KKP. 
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b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai KKP dan Aplikasi Sistem 

dengan ketentuan sbb: 

 Aspek kompetensi Diklat Struktural atau Diklat PKN, diklat perjenjangan sesuai 

dengan level jabatan strukturalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat 

struktural sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari aplikasi 

e-Pegawai KKP; 

 Aspek kompetensi Diklat Fungsional, diklat teknis bidang fungsional pada level 

jabatan fungsionalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat fungsional 

sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari aplikasi SIASN 

BKN; 

 Aspek kompetensi Diklat 20 JP, 

 Aspek kompetensi Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; 

 Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklatpim, sesuai dengan 

level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan 

Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

 Pejabat Fungsional wajib sudah pernah melaksanakan Diklat 

Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan 

Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

 Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara 

proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir 

dengan total bobot yaitu 40; 

 

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN hasil 

pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat Kinerja; d. 

Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan diambil 

yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun terakhir dan 

diupdate pada aplikasi SIMPEG. 
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Berdasarkan dengan Manual IKU IP ASN KKP telah dilakukan pengukuran 

pada Triwulan IV/Semester II Tahun 2024 dengan target semester II yang sudah 

ditetapkan yaitu nilai 85 (kategori Tinggi). 

 
Tabel 22 

Capaian Indikator Kinerja 17 
Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 2 Indeks Profesionalitas ASN Setjen (indeks) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

73,37% 81,36% 82,90% 83,31 85 85 87,05 102,41 - 85 102,41 85 102,41 

 

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Nomor 62/SJ.3/TU.140/I/2025 perihal Capaian IKU ”Indeks 

Profesional Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di Lingkungan KKP Triwulan IV/Semester II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN 

KKP Tahun 2025” 

 

Hasil yang dicapai pada Triwulan IV/Semester II tahun 2024 berdasarkan hasil 

pengukuran Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja dan Disiplin pada Dashboard IP ASN KKP 

yang berbasis data Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian KKP dan SIASN BKN 

yaitu 88,44 (kategori Tinggi) terdiri dari Kualifikasi 21,23; Kompetensi 36,53; Kinerja 

25,70; dan Disiplin 4,94, closing data dari database kepegawaian SIMPEG dan SIASN di 

tanggal 08 Januari 2025, berikut Tabel Capaian di Triwulan IV/Semester II tahun 2024. 
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Dapat di jelaskan berdasarkan tabel diatas nilai Capaian yang di ukur dari 4 

Komponen pembentuk Pengukuran IP ASN Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 

Triwulan IV Semester II Tahun 2024 melebihi dari target yang ditetapkan pada Semester 

II yaitu sebesar 88, 44 dari 85 atau prosentase sebesar 104,05%, berikut penjelasan 

hasil dari capaian yaitu: 

 

1. Kualifikasi (bobot = 25) 

Capaian sebesar 21,23 atau 84,92 % dengan asumsi bahwa pegawai KKP rata-rata 

sudah sesuai antara jenjang Jabatan dan tingkat pendidikan terakhirnya; 

2. Kompetensi (bobot = 40) 

Capaian sebesar 36,53 atau 91,33% dengan asumsi bahwa komponen di 

kompetensi yaitu: 
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a. Diklatpim belum maksimal karena ada kecenderungan Pejabat Eselon I belum 

Diklatpim Tk.I, Pejabat Eselon II belum Diklatpim Tk.II, Pejabat Eselon III belum 

Diklatpim Tk.III, dan Pejabat Eselon IV belum Diklatpim Tk.IV, terutama adanya 

transfromasi jabatan struktural ke jabatan fungsional, yang sangat 

mempengaruhi nilai IP ASN dari komponen Diklatpim; 

b. Diklat Teknis Fungsional, kecenderungan sudah dimiliki oleh Pejabat 

Fungsional KKP, karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban pejabat 

fungsional dalam mengumpulkan Angka Kredit; 

c. Diklat Teknis 20 JP (Jam Pelatihan), cenderung sudah dimiliki oleh seluruh 

pegawai, baik Struktural, Fungsional Tertentu dan Fungsional Umum/Staf serta 

dilakukan pengukurannya secara proporsional sesuai JP yang telah diperoleh 

berbanding 20 JP/Tahun; 

d. Seminar, sebagian pegawai sudah mengikuti seminar. 

 

3. Kinerja (bobot = 30) 

Capaian sebesar 25,70 (Kategori Baik) atau 8,66% dengan asumsi bahwa 

komponen Penilaian Rating Hasil Kerja dan Rating Perilaku Kerja yang terdiri dari 

rating Diatas Ekspektasi, Sesuai Ekspektasi dan Dibawah Ekspektasi pada 

Penilaian Kinerja Tahun 2023. 

4. Disiplin (bobot = 5) 

Capaian sebesar 4,98 atau 99,6% dengan mengukur hasil data hukuman disiplin 

pegawai KKP. 

 

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN KKP Triwulan IV/Semester II tahun 2024 

dilakukan dengan melakukan pengukuran kepada 10.499 orang Pegawai Negeri Sipil 

yang tersebar di 9 (sembilan) unit kerja Eselon I. Berdasarkan hasil pengukuran Indeks 

Profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja Eselon I, seluruh unit kerja eselon I 

sudah melebihi dari target dengan nilai tertinggi adalah Balai Penyuluhan dan 

Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 86,23 dari 

target 79 atau prosentase 109,15% melebihi target, dan yang terendah adalah Ditjen 

Perikanan Budidaya dengan capaian 86,80 dari target 85 atau prosentase 102,11%. 
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Perhitungan IP ASN mengalami beberapa kendala dan mengatasi kendala 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan 

keterampilan sesuai dengan deskripsi tugas fungsi kinerjanya serta mengusulkan 

untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan baik secara 

luring dan daring; 

2. Meningkatkan kompetensi dengan Sosialisasi peraturan-peraturan terkait 

kepegawaian;  

3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih 

rendah bagi pegawai yang bersangkutan; 

4. Monitoring dan evaluasi presensi; 

5. Belum maksimalnya peremajaan data pada aplikasi MyASN untuk aspek 

penginputan/pengusulan peremajaan data diklat oleh setiap ASN dan dilakukan 

pemeriksaan data usulan peremajaan oleh admin Verifikasi (Verifikator dan 

Approval) yang sudah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. 

Selanjutnya untuk Triwulan II atau Semester I Tahun 2025, telah ditetapkan target 

IP ASN KKP sebesar 88 (kategori Tinggi), dengan metode perhitungan 

sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Plt. Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 

perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 sebagai berikut 

penyesuaiannya: 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN 

Sekretariat Jenderal diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi 

mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum 

pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang 

ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 

Rp56.860.320 dari pagu Rp56.930.000 (99,88%). 

 

 

IKU 3 : 
Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan 
Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP 

 

Dalam Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN merupakan 

keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi Manajemen ASN pada Instansi 

Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan indikator yang telah ditetapkan 

dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti dokumen yang dipersyaratkan. 

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala setiap 

tahun. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dapat menggunakan 

sistem aplikasi. Sistem aplikasi dikelola dan dikembangkan BKN untuk pengolahan hasil 

penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN. 

Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan secara berkala 

setiap tahun sehingga perlu adanya bahan acuan dalam pelaksanaan NSPK Manajemen 

ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN merupakan keseluruhan proses penilaian terhadap implementasi 

Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah yang disesuaikan dengan elemen dan 

indikator yang telah ditetapkan dengan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti 

dokumen yang dipersyaratkan. Penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 

dapat menggunakan sistem aplikasi yang dikembangkan oleh BKN dan pada jangka 
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waktu tertentu akan di tutup dan tidak bisa diakses sehingga perlu kesiapan dari tim KKP 

sendiri untuk bisa melengkapi dokumen penilain secara tepat waktu. 

Untuk melakukan penilaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN 

menggunakan formulasi penghitungan Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN, 

Setelah dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Indeks 

Implementasi NSPK Manajemen ASN, Nilai merupakan nilai Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. 

Kategori ditetapkan sebagai berikut: 

1) Nilai Indeks dengan jumlah antara 81-100 diberi kategori A. 

2) Nilai Indeks dengan jumlah antara 61-80 diberi kategori B. 

3) Nilai Indeks dengan jumlah antara 41-60 diberi kategori C. 

4) Nilai Indeks dengan jumlah antara 21-40 diberi kategori D. 

5) Nilai Indeks dengan jumlah antara 0-20 dengan diberi kategori E. 

Penilaian Implementasi NSPK Manajemen ASN dilakukan setahun sekali dengan target 

tahun berjalan merupakan penilaian atas implementasi tahun sebelumnya. 1. Penilaian 

Implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2023 Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan 

Kepegawaian, Bapak Haryomo Dwi Purtanto, Nomor 3202/K/DS/20.20. KA-B/8836 

Tangal 12 Juli 2023 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan dan Pengendalian 

Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2022, KKP mendapatkan Nilai Indeks 85,00 

dengan kategori B Predikat Baik. 

Pelaksanaan NSPK Manajemen ASN Tahun 2023, kami telah melakukan 

verifikasi dan validasi data capaian dan mengintegrasikan hasilnya dengan data 

pengawasan dan pengendalian BKN, yang selanjutnya dapat kami sampaikan antara 

lain: a. Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan 

Perikanan mendapatkan Nilai Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul; b. 

Diperlukan konsistensi untuk peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen 

ASN dengan melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam Komitmen 

Bersama Peningkatan Kualitas Implementasi NSPK Manajemen ASN; c. Terhadap 
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komitmen bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b, BKN senantiasa akan 

melakukan upaya pembinaan serta pengawasan dan pengendalian melalui unit kerja di 

BKN. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 3 Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN di Lingkungan KKP 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 85 89,71 75 89,71 119,61 4,71 75 119,61 75 119,61 

 

Sumber: Surat Dinas Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara  Nomor : 9436/B-AK.02.02/SD/K/2024, tanggal 19 November 2024 
perihal Penyampaian Hasil pengawasan dan Pengendalian Implementasi Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Manajemen 
ASN tahun 2023. 
 

Sehubungan dengan hasil Pengawasan dan Pengendalian Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN Tahun 2023 dimaksud, perlu kami sampaikan pula kepada Bapak 

Menteri Kelautan dan Perikanan beberapa hal sebagai berikut: 

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Tim Indeks Implementasi NSPK 

Manajemen ASN Instansi agar melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Melakukan upaya perbaikan terhadap rekomendasi hasil Pengawasan dan 

Pengendalian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana 

catatan yang tertuang pada setiap elemen di aplikasi indeks NSPK; 

2. Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manajemen 

ASN;  

3. Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas 

implementasi Manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK; dan 

4. Hasil perbaikan terhadap catatan dan rekomendasi yang telah disampaikan 

pada Angka 1) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara cq. 

Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN. 
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b. Guna mendorong perbaikan dan peningkatan pelaksanaan NSPK Manajemen ASN 

di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKN akan mengupayakan 

pelaksanaan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk dapat 

memberikan pendampingan atau pembimbingan dalam implementasi Manajemen 

ASN yang sesuai dengan NSPK berdasarkan peran, tugas, dan kewenangan 

masing-masing Kementerian/Lembaga. 

 

Manfaat Dan Tujuan 

Penilaian Indeks NSPK Manajemen ASN bermanfaat 

1. Sebagai instrumen untuk menghasilkan Pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai 

dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari KKN; 

2. Sebagai dasar bagi Instansi Pemerintah untuk memastikan bahwa implementasi 

Manajemen ASN sudah sesuai dengan NSPK Manajemen ASN di lingkungan 

instansi masing-masing; dan 

3. Sebagai instrumen kontrol sosial Instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik bagi masyarakat mampu menjalankan peran sesuai dengan NSPK 

Manajemen ASN. 

Beberapa hal yang menjadi target KKP antara lain: 

a. Mengetahui penerapan Manajemen ASN di seluruh Instansi Pemerintah serta 

kesesuaiannya dengan NSPK Manajemen ASN; 

b. Mencegah terjadinya pelanggaran NSPK Manajemen ASN; dan 

c. Meningkatkan kualitas pelaksanaan NSPK Manajemen ASN. 

d. Memperoleh kategori A pada BKN Award. 

 

Menyadari bahwa belum memahami dengan sesungguhnya arti penting 

penyelenggaraan NSPK Manajemen ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan 

sehingga perlu dilakukan Monitoing, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan 

NSPK Manajemen ASN di lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan. 
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Berdasarkan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawiaan Negara Nomor 9436/B-

AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 19 November 2024 Hal Penyampaian Hasil Pengawasan 

dan Pengendalaian Implementasi Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) 

Manajemen ASN Tahun 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendapatkan Nilai 

Indeks 89,71 dengan Kategori A Predikat Unggul. 

 

2023 2024 

Target IKU Realisasi Capaian % Target IKU Realisasi Capaian % 

70 85 121% 75 89,71 119% 

 

Dari tabel diatas, dapat kita lihat walaupun realisasi Indeks Implementasi NSPK 

Manajajemen ASN Tahun 2024 melebihi realisasi sebesar 119% namun, apabila 

dibandingkan kenaikan capaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN tahun 2023 

ke tahun 2024 ada penurunan sebesar 3 %. Hal ini dikarenakan masih banyak indicator 

di beberapa elemen yang belum bis akita tindak lanjuti, namun secara detil dokumen 

penilaian KKP telah lebih baik dalam implementasian NSPK Manajemen ASN yang tersaji 

dalam dokumen. 

 

Kesimpulan 

Kenaikan predikat capaian Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN dari predikat 

Baik menjadi Unggul merupakan kebanggaan bagi kita semua, namun dibutuhkan 

konsistensi untuk peningkatan nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN dengan 

melakukan berbagai upaya yang akan dituangkan dalam komitmen bersama peningkatan 

kualitas implementasi NSPK Manajemen ASN. Beberapa upaya yang harus dilakukan 

antara lain;  

1. Melakukan upaya perbaikan terhadap rekomenasi hasil pengawasan dan 

Pengendalaian Implementasi NSPK Manajemen ASN Tahun 2023 sebagaimana 

catatan yang tertuang pada setiap eleemn di aplikasi indeks NSPK; 

2. Melakukan pemantauan internal terhadap implementasi NSPK Manjemen ASN; 
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3. Tetap berkomitmen melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas implementasi 

manajemen ASN Tahun 2024 yang sesuai dengan NSPK. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Implementasi NSPK Manajemen 

ASN diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai 

dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut 

dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang 

disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah 

mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran 

sebesar Rp146.225.000 dari pagu Rp146.445.000 (99,85%). 

 

 

 

IKU 4 : Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) 

 

Laporan Capaian Indikator Kinerja Utama Tim Kerja Peningkatan Utilitas Jabatan 

Fungsional menjelaskan tentang capaian Indeks Kinerja Utama serta kendala yang 

dihadapi selama tahun 2023 dalam rangka pencapaian target pada tahun 2024. Dalam 

bagian ini menjelaskan capaian Indeks Kinerja Utama Indeks Pembinaan Jabatan 

Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pembinaan jabatan 

fungsional dalam rangka upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi jabatan 

fungsional yang meliputi pelaksanaan tugas jabatan dan penilaian kinerja Pejabat 

Fungsional. Dalam pengukuran pelaksanaan IKU ini berdasarkan kualitas pembinaan 

Jabatan Fungsional berdasarkan pada Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional serta Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan 

Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 
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Pada tahun 2024, target nilai yang ditetapkan adalah 71 dan realisasinya sebesar 

74 yang termasuk dalam Kategori Cenderung Optimal yang diukur melalui 3 (tiga) 

dimensi yaitu pembinaan profesionalitas jabatan fungsional, pembinaan akuntabilitas 

jabatan fungsional dan pembinaan kepegawaian jabatan fungsional. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 4 Indeks Pembinaan JF KKP (Indeks) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 74 74 71 74 104,23 - 71 104,23 71 104,23 

 

Sumber: Laporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional lingkup KKP” 

 

Dalam pelaksanaannya, pengukuran indeks pembinaan jabatan fungsional KKP 

berdasarkan pelaksanaan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69 Tahun 

2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Capaian IKU Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional Kementerian Kelautan dan 

Perikanan 

Uraian IKU Dimensi Target Realisasi 

Indeks Pembinaan 

Jabatan Fungsional 

Kementerian 

Kelautan dan 

Perikanan 

 Pembinaan Profesionalitas Jabatan 

Fungsional 
40 30 

 Pembinaan Akuntabilitas Jabatan 

Fungsional 
50 36 

 Pembinaan Kepegawaian Jabatan 

Fungsional 
10 8 
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Analisis Capaian IKU 

a. Pembinaan Profesionalitas Jabatan Fungsional 

Pembinaan profesionalitas diukur dari indikator terwujudnya standar kualitas 

dan profesionalitas per jabatan fungsional bagi: 

1.) Unit kerja pembina jabatan fungsional bidang kelautan dan perikanan 

berdasarkan Pasal 67 Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019; dan 

2.) Unit kerja pembina jabatan fungsional non bidang kelautan dan perikanan 

berdasarkan Diktum Ketiga huruf b Keputusan Menteri Kelautan Perikanan 

Nomor 69 Tahun 2021. 

Formula untuk mengukur dimensi pembinaan profesionalitas jabatan fungsional 

adalah sebagai berikut: 

No. Keterangan Nilai 

1. 
Seluruh standar kualitas dan profesionalitas jabatan 

fungsional dapat diwujudkan 
40 

2. 
Terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) standar kualitas 

dan profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan 
20 

3. 
Terdapat kurang dari 3 (tiga) standar kualitas dan 

profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan 
10 

 

Untuk mengukur nilai dari Dimensi Pembinaan Profesionalitas Jabatan Fungsional 

berasal dari rata-rata nilai setiap Unit Kerja Pembina dalam pelaksanaan 

pembinaan terhadap Jabatan Fungsional yang diampunya, dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini: 
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Dari grafik perhitungan nilai realisasi pembinaan profesionalitas jabatan 

fungsional diatas dapat diambil nilai rata-rata sebesar 30 dari nilai maksimal 40, 

yang artinya  Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional belum menyelenggarakan 

fungsi pembinaan secara penuh.  

Untuk Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional bidang kelautan dan 

perikanan seperti Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, 

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, 

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Badan 

Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan 

Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam 

melaksanakan tugas sebagai Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional dapat 

mewujudkan standar kualitas dan profesionalitas jabatan fungsional. 
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Grafik Realisasi Pembinaan Profesionalitas Jabatan 
Fungsional  

Terdapat kurang dari 3 (tiga) standar kualitas dan profesionalitas jabatan
fungsional dapat diwujudkan

Terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) standar kualitas dan
profesionalitas jabatan fungsional dapat diwujudkan

Seluruh standar kualitas dan profesionalisme JF dapat diwujudkan
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b. Pembinaan Akuntabilitas Jabatan Fungsional 

Dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional diukur dari indikator 

pelayanan fungsional yang sesuai dengan keahlian/keterampilan yang dimiliki 

oleh pejabat fungsional untuk peningkatan kinerja organisasi. Dalam formula 

perhitungannya dapat dibagi menurut  jenjangnya yaitu untuk jenjang ahli utama 

dan jenjang ahli madya serta jenjang ahli muda, ahli pertama, dan kategori 

keterampilan yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:  

No. Keterangan 
Nilai  

Seluruh 
Jabatan 

Sebagian 
Jabatan 

Tidak 
menerapkan 

A. Akuntabilitas Jabatan Fungsional 
jenjang ahli utama dan jenjang ahli 
madya 

30 18 0 

1 Keselarasan SKP dan DUPAK dengan 
sasaran kinerja organisasi 

5 3 0 

2 Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar 
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 
minimal satu kali dalam satu tahun  

5 3 0 

3 Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan 
setelah mendapatkan penetapan formasi 
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

5 3 0 

4 Ketercapaian target angka kredit minimal 
per tahun sesuai jenjang jabatannya 

5 3 0 

5 Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang 
ahli utama dan jenjang ahli madya dalam 
proses perencanaan kinerja, 
pelaksanaan, dan evaluasi kinerja 

5 3 0 

6 Penunjukan dan penetapan pejabat 
fungsional ahli utama dan ahli madya 
sebagai ketua kelompok kerja 

5 3 0 

B. Akuntabilitas Jabatan Fungsional 
jenjang ahli muda, ahli pertama, dan 
kategori keterampilan 

20 12 0 

1 Keselarasan SKP dan DUPAK dengan 
sasaran kinerja organisasi 

5 3 0 

2 Keaktifan dalam mengumpulkan Daftar 
Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) 
minimal satu kali dalam satu tahun  

5 3 0 
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3 Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan 
setelah mendapatkan penetapan formasi 
pengangkatan dalam Jabatan Fungsional 

5 3 0 

4 Ketercapaian target angka kredit minimal 
per tahun sesuai jenjang jabatannya 

5 3 0 

 TOTAL 50 30 0 

 

Untuk mengukur nilai dari Dimensi Pembinaan Profesionalitas Jabatan 

Fungsional berasal dari rata-rata nilai setiap Unit Kerja Pembina dalam pelaksanaan 

pembinaan terhadap Jabatan Fungsional yang diampunya, dapat dilihat pada grafik 

dibawah ini:  

 

Dalam perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan untuk 

dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional nilai rata-rata sebesar 36 dari 

nilai maksimal 50, yang artinya  pejabat fungsional belum akuntabel mendukung 

peningkatan kinerja organisasi. Dalam faktor Keselarasan SKP dengan sasaran 

kinerja organisasi, semua Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional baik bidang 

kelautan dan perikanan maupun non bidang kelautan dan perikanan mendapatkan 

nilai 3 yang artinya baru sebagian jabatan di lingkup Unit Kerja Pembina tersebut 

yang SKP nya selaras dengan kinerja organisasi. Ketercapaian target angka kredit 
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minimal per tahun sesuai jenjang jabatannya mendapatkan nilai 3 yang artinya baru 

sebagian jabatan yang menerapkan faktor tersebut. Untuk faktor Pengisian Jabatan 

Fungsional dilakukan setelah mendapatkan penetapan formasi pengangkatan dalam 

Jabatan Fungsional,  Keterlibatan Jabatan Fungsional jenjang ahli utama dan jenjang 

ahli madya dalam proses perencanaan kinerja, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, 

dan Pengisian Jabatan Fungsional dilakukan setelah mendapatkan penetapan 

formasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional mendapatkan nilai 5 yang artinya 

seluruh jabatan sudah melaksanakan faktor tersebut dengan optimal pada jabatan 

fungsional yang dibinanya.  

 

c. Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional 

Pembinaan kepegawaian jabatan fungsional diukur dari indikator pemenuhan 

dan kesesuaian kriteria, persyaratan, dan dokumen pengangkatan/pemberhentian 

jabatan fungsional dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Dalam perhitungan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai yang didapatkan untuk 

dimensi pembinaan akuntabilitas jabatan fungsional nilai rata-rata sebesar 8 dari nilai 

maksimal 10, yang artinya pengangkatan perpindahan dan promosi belum seluruhnya 

memenuhi kriteria pengisian jabatan fungsional. 

Evaluasi Pembinaan jabatan fungsional dalam biadang Kelautan dan Perikanan, 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengadakan Forum Diskusi jabatan Fungsional 

dan mendapatkan beberapa poin penting dalam Jabatan Fungsional untuk 

Mendukung Tercapainya Target Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan dan 

Perikanan. 

A. Penguatan Peran Jabatan Fungsional Ahli Utama 

1. JF Ahli Utama dan Guru Besar  difungsikan sebagai Think Tank JPT Madya. 

2. JF Ahli Utama dan Guru Besar sebagai supporting JPT Madya. 

3. JF Ahli Utama dan Guru Besar berkedudukan di bawah JPT Madya sesuai 

dengan Permen KP No. 5 Tahun 2023, oleh karena itu diharapkan Biro SDMAO 

menginformasikan kepada Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP untuk 

menempatkan pada posisi secara proporsional, setara dengan JPT misalkan 

pada saat acara kedinasan seperti apel, rapat pimpinan, pelantikan atau 

kegiatan lain yang melibatkan pimpinan KKP, disampaikan dengan surat 

kedinasan, contoh JF Perancang Ahli Utama dalam administrasi persurata 

(undangan) dicantumkan setelah Dirjen dan diberikan fasilitas anggaran, 

kendaraan operasional, dan fasilitas lainnya guna menunjang pelaksanaan 

tugas kedinasan. 

4. Pengangkatan JF Ahli Utama berdasarkan Keputusan Presiden sama dengan 

pengangkatan JPT Madya oleh karenanya seyogyanya pelantikan, 

operasionalisasi, fasilitasnya juga disetarakan. 
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5. JF Ahli Utama berkedudukan di bawah JPT Madya, JF Ahli Utama 

dimungkinkan berkedudukan di bawah JPT Pratama pada Unit Pelaksana 

Teknis. 

6. Dapat dibentuk tim adhock (temporary team) sebagai think tank, yang 

anggotanya JF Ahli Utama/Guru Besar yang bertanggung jawab kepada Sekjen 

dalam perumusan kebijakan strategis KKP. 

7. JF Ahli Utama/Guru Besar berfungsi melakukan validasi pencapaian 

IKU/program strategis dan memberikan rekomendasi kebijakan di masing-

masing organisasi dimana JF Ahli Utama/Guru Besar ditempatkan. 

8. JF Ahli Utama berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas JF secara 

berjenjang. 

9. Pimpinan unit kerja agar mengubah orientasi yang sebelumnya berbasis 

struktural menjadi pendekatan berbasis fungsional dengan memberikan peran 

kepada JF berdasarkan jenjang jabatannya mulai JF Ahli Utama sampai dengan 

jenjang terendah. 

10. Pertemuan forum pejabat fungsional ahli utama/Guru Besar diselenggarakan 

minimal 2 kali dalam satu tahun, dan dilibatkan dalam kegiatan, antara lain 

Rakornas KKP dan Rakornas Eselon I. 

11. Biro SDM Aparatur dan Organisasi agar memfasilitasi audiensi JF Ahli 

Utama/Guru Besar dengan Sekretaris Jenderal setelah penyelenggaraan forum 

pejabat fungsional tahun 2024. 

B. Peran Unit Pembina Jabatan Fungsional dan Penyelarasan Jabatan 

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan 

1. Penguatan peran unit kerja pembina dalam pemantauan kesesuaian pengisian 

SKP individu (batasan prosentase) dengan ruang lingkup JF sesuai IKU 

Organisasi. 
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2. Pelaksanaan review terhadap hasil penilaian SKP JF oleh pimpinan unit kerja. 

3. Peningkatan supervisi kepada masing-masing unit kerja dalam penetapan AK 

JF, mengingat saat ini masih ada JF yg belum melakukan integrasi PAK karena 

terhambat keaktifan masing-masing individu dalam melakukan pengunggahan 

PAK awalnya ke dalam sistem aplikasi yang ada. 

4. Unit kerja pembina mengharapkan untuk penyelesaian instrumen JF yg ada 

saat ini sebelum dilakukan penyelarasan JF. 

5. Penyelarasan JF disepakati untuk dilakukan setelah seluruh proses penetapan 

tunjangan JF minimal mendapatkan kepastian izin prakarsa. 

6. Penyelarasan JF agar dilakukan setelah dilaksanakan pemetaan terhadap 

amanat yang mendasari pembentukannya maupun terhadap kesesuaian tugas 

fungsi JF dengan organisasi yang menaunginya, unit kerja pembina agar 

segera membentuk tim identifikasi awal. 

7. Pemerintah daerah mengharapkan untuk menunda pelaksanaan penyelarasan 

JF, mengingat saat ini sebagian besar pemerintah daerah sedang dalam tahap 

adaptasi kebiasaan dengan pola JF bidang kelautan dan perikanan dan revisi 

peta jabatannya. 

8. Pemerintah daerah mengharapkan uji kompetensi untuk dapat dilaksanakan 

dalam jadwal yang tetap dan pemberian kuota lebih untuk pemerintah daerah. 

9. Pelaksanaan penyesuaian tunjangan jabatan Pengawas Perikanan dan 

tunjangan kinerja Pengelola Produksi Perikanan Tangkap untuk dapat segera 

terealisasikan. 

10. Implikasi peningkatan kelas UPT dengan peningkatan kebutuhan anggaran 

untuk pembayaran gaji, tunjangan JF, dan tunjangan kinerjanya. 

11. Peningkatan peran JF Penerjemah dalam perumusan OTK KKP dalam bahasa 

asing. 
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12. Peningkatan peran Tim Kerja Peningkatan Utilitas JF dalam pelaksanaan 

penghitungan ulang kebutuhan JF yang digunakan oleh KKP. 

13. Sekretaris Jenderal diharapkan segera menyampaikan surat kepada Direktur 

Jenderal Perikanan Budi Daya untuk percepatan pelaksanaan penyesuaian 

nomenklatur JF Analis Akulakultur dan Teknisi Akulakultur dari Pengawas 

Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan. 

14. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Inspektur Mutu berdampak 

kepada karir PHPI jenjang keterampilan yang memiliki pendidikan sarjana. 

15. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Penyuluh Perikanan 

berimplikasi kepada kewajiban penyesuaian jenjang pendidikan dan penurunan 

pendapatan JF Penyuluh Perikanan jenjang keterampilan. 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Pembinaan Jabatan Fungsional 

Kementerian Kelautan dan Perikanan diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan 

kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum 

pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan 

berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp250.327.343 dari pagu 

Rp252237.000 (99,24%). 
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IKU 5 : 
Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian 
Kompetensi (nilai) 

 

Proses membandingkan unsur standar penilaian yang telah ditetapkan dengan 

fakta dan bukti data dukung yang dimiliki penyelenggara penilaian kompetensi. Untuk 

melakukan Penilaian dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian 

Kompetensi ASN menggunakan formulasi penghitungan Nilai Akreditasi (Penilaian 

dan Pengukuran Kelayakan) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang tertuang 

dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019, Setelah 

dilakukan penghitungan maka ditetapkan nilai dan kategori hasil penilaian Nilai 

Akreditasi Penyelenggara Penilaian Kompetensi, Nilai merupakan Pengakuan 

kelayakan yang dilakukan melalui penetapan kategori kelayakan berdasarkan 

rekapitulasi hasil penilaian. 

Kategori ditetapkan sebagai berikut: 

1) pengakuan kelayakan kategori A dengan rentang nilai antara 88,1 (delapan puluh 

delapan koma satu) sampai dengan 100 (seratus); 

2) pengakuan kelayakan kategori B untuk rentang nilai antara 62,0 (enam puluh dua 

koma nol) sampai dengan 88,0 (delapan puluh delapan koma nol);. 

3) pengakuan kelayakan kategori C untuk rentang nilai antara 41,9 (empat puluh satu 

koma sembilan) sampai dengan 61,9 (enam puluh satu koma sembilan); 

4) pengakuan kelayakan kategori D nilai di bawah 41,9 (empat puluh satu koma 

sembilan). 

Target nilai untuk IKU Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi pada 

tahun 2024 ialah sebesar 65, mengalami peningkatan dari target nilai pada tahun 2023 

dengan target nilai sebesar 61,90 dengan realisasi nilai sebesar 80,01. 

 
 
 
 
 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 5 Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi (nilai) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 80,01 84,86 65 84,86 120,00 4,85 65 120,00 65 120,00 

 

Sumber. Surat Keputusan Plt. Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 435 tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024, Tentang 
Penetapan Kategori Pengakuan Kelayakan/Akreditasi Unit Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Biro SDm Aparatur dan 
Organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

 

Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi (Timja P2K) berdasarkan pada 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39   Tahun 2023 bertugas sebagai 

unit penyelenggara penilaian kompetensi. Unit Penyelenggara Penilaian Kompetensi 

dipimpin oleh kepala. Kepala merupakan ex-officio JPT Pratama yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia 

aparatur. 

Capaian kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Tim P2K adalah Kegiatan unit 

penyelenggaraan penilaian kompetensi tahun 2024 sebanyak 12 kegiatan, Nilai 

kelayakan penyelenggaraan penilaian kompetensi telah ditetapkan dalam penetepan 

kinerja Biro SDMAO pada target nilai 65 dalam waktu 2 tahun, dan nilai kelayakan 

penyelenggaran penilaian kompetensi kementerian kelautan dan perikanan telah 

diakreditasi oleh instansi pembina BKN dengan predikat Baik (B) dengan nilai 84,86 

sehingga terdapat pencapaian yang melebihi target dari aspek nilai kuantitatif. 

Pelaksanaan penilaian kompetensi lingkup pegawai KKP telah optimal dari aspek 

pelayanan terdapat kemudahan fasilitasi mengikuti penilaian kompetensi secara 

mandiri tanpa harus mengikuti penilaian kompetensi mansoskul di tempat lain. Pada 

aspek pemanfaatan anggaran sudah mampu memberikan pengembalian investasi 

yang dikeluarkan dengan keberhasilan penilaian kompetensi terhadap 432 pegawai 

jalur pengangkatan jabatan fungsional, 1.895 pegawai jalur penilaian kompetensi 

tugas dan ijin belajar, 24 penilaian kompetensi mutasi alih tugas, dan sehingga 
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memperluas kewenangan dalam penilaian kompetensi. Pemanfaatan anggaran untuk 

membiayai kegiatan penyelenggaraan penilaian kompetensi telah berdampak pada 

manajemen SDM antara lain peningkatan karir dan kinerja organisasi unit yang 

mengusulkan penilaian kompetensi, kesejahteraan pegawai, pencapaian kinerja 

organisasi Biro SDMAO, dan mendukung implementasi Human Capital Development 

Plan. 

Memenuhi target nilai kelayakan A maka kebutuhan Prioritas Tahun 2025 adalah 

Digitalisasi Pengelolaan Penyelenggaraan Penkom, Penyediaan Alat Ukur Potensi, 

Penyediaan Alat Ukur Kompetensi, Pengadaan SDM sesuai kebutuhan, Pengadaan 

sarana dan prasarana. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Kelayakan Penyelenggara 

Penilaian Kompetensi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi 

mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan 

kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan 

capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp1.717.714.014dari pagu 

Rp1.719.046.000,- (99,92%). 
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IKU 6 : 
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP 
(Persentase) 

 

Penyederhanaan birokrasi dua level merupakan amanat dari Presiden Joko 

Widodo (Jokowi) dalam pidato 14 Juli 2019 dan 20 Oktober 2019. Presiden 

mengarahkan penyederhanan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon, serta mengganti 

Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) dengan Jabatan 

Fungsional (JF) yang menghargai keahlian dan kompetensi. Oleh karena itu, 

Penyederhanaan birokrasi dua level menjadi hal yang mendesak dilakukan. 

Dengan struktur yang disederhanakan, diharapkan kinerja birokrasi lebih efisien 

dan efektif. Kebijakan Presiden mengenai penyederhanaan birokrasi memberi peluang 

bagi jabatan fungsional memberikan dukungan terhadap kualitas ASN, mempercepat 

pengambilan keputusan bagi pimpinan, langkah untuk mempercepat proses perizinan 

dan juga pelayanan masyarakat di berbagai bidang, dan tercapainya tujuan organisasi 

(K/L) lebih efisien dan efektif. 

Selain itu, prosentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (PSO) merupakan 

salah satu indikator kegiatan utama yang ada pada roadmap RB. Hal tersebut tertuang 

pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap RB 2020-2024 dan Peraturan 

Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi RB. Penyederhanaan birokrasi 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat 

pengambilan keputusan, sehingga terbentuk birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan 

profesional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mendukung pelayanan 

publik. 

 

Akselerasi penyederhanaan birokrasi ini melalui lima tahap: 

1. Identifikasi Jabatan Administrasi pada Unit Kerja yang dapat/tidak dapat 

disederhanakan; 

2. Pemetaan jabatan dan pejabat administrasi yang terdampak penyederhanaan 

birokrasi; 
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3. Pemetaan jabatan fungsional yang bisa ditempati oleh pejabat yang terdampak 

penyederhanaan birokrasi; 

4. Penyelarasan tunjangan jabatan fungsional dengan tunjangan jabatan 

administrasi; dan 

5. Penyelarasan kelas jabatan administrasi ke jabatan fungsional. 

 

Terdapat beberapa jabatan yang tidak bisa dialihkan atau tidak terdampak 

penyetaraan dengan persyaratan atau kriteria sebagai berikut: 

1. Memiliki tugas dan fungsi sebagai Kepala Satuan Kerja dengan kewenangan 

penggunaan anggaran atau pengguna barang/jasa; 

2. Memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan otoritas, legalisasi, pengesahan, 

persetujuan dokumen, atau kewenangan kewilayahan; 

3. Memilki tugas dan fungsi pengadaan barang/jasa; dan 

4. Kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus berdasarkan usulan masing-masing 

kementerian/lembaga kepada Menteri PANRB. 

 

Adapun kriteria fungsi jabatan yang berpotensi dialihkan adalah: 

1. Tugas dan fungsi menyiapkan analisis dan penyiapan bahan kebijakan; 

2. Tugas dan fungsi melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan; 

3. Melaksanakan tugas fungsi tertentu dalam mendukung urusan pemerintahan; dan 

4. Melaksanakan tugas fungsi teknis yang bersesuaian dengan tugas fungsi jabatan 

nasional. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 6 Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP (Persentase) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 

 
Sumber. Tangkapan Layar Aplikasi menpan rb dengan tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/. 
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Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja 

KKP telah diinput ke dalam tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/. Penilaian 

Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyesuaian Sistem Kerja ini digunakan 

dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024. Adapun hasil 

penilaian yang diinput sebagai berikut: 

 

1. Evaluasi Kelembagaan Evaluasi kelembagaan menggunakan hasil tahun 2022 

dengan nilai komposit 89,54 (delapan puluh sembilan koma lima puluh empat) yang 

mencerminkan bahwa dari sisi struktur dan proses, organisasi dinilai tergolong 

sangat efektif, struktur dan proses organisasi yang ada dinilai mempunyai 

kemampuan sangat tinggi untuk mengakomodir kebutuhan internal organisasi dan 

sangat mampu beradaptasi terhadap dinamika perubahan lingkungan eksternal 

organisasi (P-5), sebagaimana tercantum pada Gambar 4. 
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Kuesioner Hasil Evaluasi Kelembagaan KKP Tahun 2022 telah di input ke dalam 

tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/, sebagaimana tercantum pada Gambar 5. 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

 

 

2. Penyederhanaan Struktur Organisasi 

Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi guna 

mewujudkan organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang lebih 

proporsional, efektif, dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja 

KKP, KKP telah merubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP menjadi Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 48/PERMEN KP/2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja KKP. Berdasarkan tata cara penilaian penyederhanaan struktur 

organisasi yang tercantum pada Surat Edaran MENPANRB Nomor 15 Tahun 2023 

tentang tata cara penilaian penyederhanaan struktur organisasi dan penyesuaian 

sistem kerja dalam rangka evaluasi RB Tahun 2023, hasil penghitungan 

persentase penyederhanaan struktur organisasi KKP adalah 147,23% (seratus 

empat puluh tujuh koma dua puluh tiga persen) sebagaimana tercantum pada 

Gambar 6. 
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Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP telah di input ke dalam 

tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/, sebagaimana tercantum pada Gambar 7. 

 
 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Persentase Penyederhanaan Struktur 

Organisasi KKP diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi 

mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum 

pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang 

ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 

Rp412.818.971 dari pagu Rp424.328.000 (97,29%). 
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IKU 7 : 
Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan 
Perikanan tingkat nasional (kategori) 

 

Sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan serta simbol pengakuan 

terhadap warga negara yang berjasa dan mendarmabaktikan hidupnya serta 

memberikan karya terbaik kepada bangsa dan negara. Pemberian penghargaan salah 

satu langkah menumbuhkan kebanggan, keteladanan, kepatriotan, sikap 

kepahlawanan dan semangat kejuangan kepada dan untuk masyarakat, bangsa dan 

negara. Penghargaan merupakan amanat dari Pasal 15 Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni berupa pemberian gelar, tanda jasa, 

dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda 

Kehormatan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, 

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda 

Jasa, dan Tanda Kehormatan. 

Tujuan penyelenggaraan pemberian penghargaan/tanda jasa/kehormatan 

adalah sebagai suatu penghargaan dan pengakuan dari negara kepada seseorang, 

kesatuan maupun organisasi atas jasa-jasa dan darma baktinya terhadap bangsa dan 

negara, untuk memberikan dorongan yang kuat guna memelihara kesetiaan, 

kebanggaan, peningkatan prestasi serta semangat bekerja dan semangat 

kepahlawanan, dan sebagai teladan bagi yang lain untuk berbuat dan berperilaku yang 

sama terhadap bangsa dan negara. IKU Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan 

dan Perikanan Tingkat Nasional pada tahun 2024 memiliki target yang sama besar 

dengan realisasi IKU Tahun 2024 yaitu sebanyak 4 Penetapan. 
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Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 7 Penetapan ASN Teladan bidang Kelautan dan Perikanan tingkat nasional (kategori) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
TW IV 
2024 

Realisasi 
TW IV 
2024 

% 
Capaian 
TW IV 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

3 3 3 4 7 4 7 120.00 - 4 100.00 4 100.00 

 

Sumber. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102/TK/tahun 2024 Tentang Penganugerahan Tanda 
Kehormatan Styalencana Wirakarya, Satyalancana XXX,XX,X.  

 

Nilai diukur berdasarkan hasil capaian usulan yang dipenuhi berdasarkan daftar 

usulan dibandingkan daftar hasil penetapan yang telah menjadi Keputusan Presiden. 

Penghargaan yang dinusulkan Meliputi: 

1. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan 

2. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Wirakarya 

3. Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya XXX, XX, dan X 

Tahun. 

Tanda Jasa/Tanda Kehormatan Parasamya Purnakarya Nugraha/ Nugraha Sakanti/ 

Samkaryanugraha dll, sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Perundang-Undangan. 

Masing-masing unit kerja eselon I termasuk eselon II lingkup Sekretariat Jenderal 

mengusulkan calon penerima tanda jasa/penghargaan/tanda kehormatan, dari hasil 

verifikasi usulan calon penerima tanda jasa/penghargaan/tanda kehormatan oleh Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi dan masing-masing unit kerja. 

 

Berdasarkan verifikasi, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan memberikan 

pertimbangan terhadap usulan tanda kehormatan masing-masing unit kerja Eselon I 

KKP, dengan hasil terdapat beberapa usulan yang tidak memenuhi syarat untuk 

menerima tanda kehormatan, disebabkan antara lain: 
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1. Sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana sebelumnya; 

2. Adanya hukuman disiplin baik ringan (presensi/kehadiran), sedang, dan berat;  

 

Berdasarkan rangkaian pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Pelaksaanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2024 dilaksanakan melalui mekanisme sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penghargaan 

Adibakti Mina Bahari di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan 

dilakukan penambahan kualifikasi seperti komponen BerAKHLAK pada formula 

penilaian sehingga menyesuaikan dengan kebijakan yang terbaru pada proses 

perubahan peraturan dilingkup kementerian dilakukan. 

2. Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 63 Tahun 2018 

tentang Penghargaan Adibakti Mina Bahari di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan dalam pelaksanaanya ada beberapa hal yang disesuaikan dengan 

perubahan kebijakan yang berlaku, terkait lambang KKP, Nomenklatur Organisasi, 

dan jenis penghargaan lainnya. 

3. Penghargaan Adibakti Mina Bahari dan Blue Economy Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2024 diselenggarakan secara bersamaan dalam kegiatan 

Silaturahmi dan Apresiasi Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka 

Bulan Bakti Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 dan telah danugerahkan 62 

Penerima Penghargaan Adibakti Mina Bahari dan Blue Economy Kementerian 

Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 

sebagai bentuk apresiasi kepada Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang 

disaksikan 10.200 peserta kegiatan. 
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Saran dan Perbaikan 

Berdasarkan hasil pelaksanaan pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti 

Mina Bahari Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 maka terdapat hal 

yang pelu ditindaklanjuti pada tahun berikutnya dengan penyesiuaian mandat aturan 

yang berlaku dengan pebaharuan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penghargaan Adibakti Mina Bahari dilingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan. 

1. Berdasarkan verifikasi, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 

memberikan pertimbangan terhadap usulan tanda kehormatan masing-masing 

unit kerja Eselon I KKP, dengan hasil terdapat beberapa usulan yang tidak 

memenuhi syarat untuk menerima tanda kehormatan, disebabkan antara lain: 

a. Belum memenuhi masa kerja; 

b. Sudah menerima tanda kehormatan Satyalancana sebelumnya; 

c. Adanya hukuman disiplin baik ringan (presensi/kehadiran), sedang, dan 

berat;  

d. Belum adanya umpan balik dari masyarakat atas manfaat dan peningkatan 

ekonomi dari teknologi/jasa yang diusulkan untuk Satyalancana Wira Karya 

2. Terdapat saran dan masukan untuk membentuk badan penilaian dalam internal 

Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait usulan Tanda Kehormatan (Bintang 

Jasa, Satyalancana Wira Karya, Satyalancana Pembangunan, dan lainnya), 

terutama terkait uraian jasanya, sebelum diusulkan kepada Dewan Gelar, Tanda 

Jasa, dan Tanda Kehormatan, Sekretariat Militer Presiden. 

3. Beberapa catatan saat verifikasi yang perlu mendapat perhatian dari para 

pejabat dan pengelola SDMA di masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut: 

a. Data SIMPEG belum terperbaharui; 

b. Penulisan data usulan yang tidak konsisten dan tidak sesuai format 

sehingga integrasi data tidak bisa dilakukan dengan baik; 

c. Format DRH dan penyusunan berkas individu yang tidak konsisten dan 

tidak sesuai format; 

d. Regulasi yang mengatur tentang prosedur pengusulan tanda kehormatan 

di KKP belum ada, pelu disusun; 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Penetapan ASN Teladan bidang 

Kelautan dan Perikanan tingkat nasional diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan 

kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum 

pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan 

berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp214.379.000 dari pagu 

Rp214.583.000 (99,90%). 

 

 

 

IKU 8 : 
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 
Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai) 

 

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 

tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, 

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan 

dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Mekanisme Kerja untuk 

Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan KKP pada tanggal 16 Februari 2023. 

Penyederhanaan birokrasi tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan 

mengalihkan pejabat administrasi menjadi pejabat fungsional, namun juga dilakukan 

melalui perubahan Sistem Kerja. Perubahan yang dilakukan dalam upaya peningkatan 

kinerja melalui penyederhanaan birokrasi merupakan transformasi Sistem Kerja yang 

semula berjenjang dan terkotak-kotak (silo) sehingga mengakibatkan lambannya 

pengambilan keputusan yang berubah menjadi Sistem Kerja yang kolaboratif dan 

dinamis. Bentuk dari transformasi Sistem Kerja tersebut menekankan pada kerja tim 

yang berorientasi pada hasil dengan didukung oleh tata kelola pemerintahan digital. 

Dukungan tata kelola pemerintahan tersebut ditujukan untuk mempercepat 
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pengambilan keputusan yang pada akhirnya akan bermuara pada pencapaian kinerja 

bersama. Target Capaian IKU penyederhanaan Birokrasi KKP pada tahun 2024 ialah 

4, sama seperti target pada tahun sebelumnya. 

 

 
Validasi Tim Kerja pada Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II lingkup 
Sekretariat Jenderal 
 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah melakukan validasi terhadap 9 Unit 

Organisasi di Lingkungan KKP dan 8 Unit Organisasi di lingkup Sekretariat Jenderal 

pada Triwulan I, II, dan Triwulan III yang menghasilkan 9 (sembilan) Berita acara 

dengan rincian sebagaimana tercantum pada Tabel 1. 

 

NO. UNIT ORGANISASI TANGGAL BA 

Triwulan I 

1. Biro Keuangan dan BMN 21 februari 2024 

Triwulan II 

2. Ditjen PKRL 17 Mei 2024 

3. Sekretariat Inspektorat Jenderal 20 Mei 2024 

4. BPPPSDMKP 28 Juni 2024 
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Triwulan III 

5. Pusdatin 30 Juli 2024 

6. Ditjen Perikanan Budi Daya 12 Agustsu 2024 

7. Biro Perencanaan 10 September 2024 

8. BPPMHKP 27 September 2024 

Triwulan IV 

9. Sekretariat Ditjen PSDKP 30 Desember 2024 

 

 
Tabel 22 

Capaian Indikator Kinerja 17 
Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 8 Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP (Nilai) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 5 5 5 5 100,00 - 5 - 5 100,00 

 

Sumber. Tangkapan Layar Aplikasi menpan rb dengan tautan https://evinbalaks.spbe.go.id/. 

 

Capaian Nilai Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi Berdasarkan Surat 

Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 

Tahun 2023 tentang Tata Cara Penilaian Penyederhanaan Struktur Organisasi dan 

Penyesuaian Sistem Kerja dalam Rangka Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023, 

penyesuaian sistem kerja dilakukan setelah penyederhanaan struktur organisasi dan 

penyetaraan jabatan. Penilaian Tingkat penerapan sistem kerja dilakukan pada 

Instansi Pemerintah yang telah melaksanakan PSO. Adapun tatacara penilaian 

Tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi didasarkan pada 

cascading dari capaian penerapan sistem kerja sebagaimana. 
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Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah menginput capaian sistem kerja untuk 

penyederhanaan birokrasi KKP pada https://evinbalaks.spbe.go.id/ sebagaimana 

tercantum pada Gambar 2 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk 

Penyederhanaan Birokrasi KKP diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan 

demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan 

kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan 

capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp126.924.174 dari pagu 

Rp127.152.000 (99,82%). 

 

 

 

IKU 9 : Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase) 

 

Dalam rangka mewujudkan peran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagaipelayan masyarakat publik khususnya 

Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja serta untuk 

menuju Aparatur Sipil Negara kelas dunia 2024, dibutuhkan transformasi sumber daya 

manusia dimana salah satunya adalah menggunakan Nilai• Nilai Utama (Core Values) 

Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden 

Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 

tentang lmplementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, 

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mampu mencapai penerapan indeks 

berAKHLAK. 

Core Values BerAKHLAK dan Employer Branding menjadi pedoman dalam 

mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan dan 

melaksanakan Perwujudan Perilaku ASN KKP Dengan Core Values Aparatur Sipil 

Negara BerAKHLAK agar dapat membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir 

pegawai dan menjadikan perilaku keseharian ASN KKP untuk mendukung 
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peningkatan kinerja pegawai dan Organisasi. Pada Tahun 2023, IKU BerAKHLAK 

menjadi satu-satunya IKU yang tergetnya tidak tercapai yang ada di Biro SDMAO. 

Pada Tahun 2024 ini target nilai IKU BerAKHLAK masih sama sperti tahun 2023 yaitu 

65. 

Pada tahun 2024 ini, Biro SDMAO telah menyusun Langkah strategis sebagai 

tindak lanjut tidak tercapainya target IKU BerAKHLAK pada tahun 2023. Langkah 

strategis tersebut diantaranya adalah melakukan sosialisasi dan penguatan 

komunikasi internal. Sosialisasi dapat dilakukan dengan mengadakan seminar, 

pelatihan ataupun workshop. Sedangkan penguatan komunikasi internal dapat 

dilakukan dengan memastikan informasi terkait core values ASN dan employer 

branding mudah diakses oleh seluruh pegawai. 

 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 9 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 9 Indeks BerAKHLAK KKP (Persentase) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 62,50 78,90 65 78,90 120,00 - 65 - 65 - 

 

Sumber. Berdasarkan Hasil surve dan evaluasi budaya kerja ASN BerAKHLAK yang di lakukan oleh Kementerian PANRB 

 

BerAKHLAK diamanatkan dalam UU ASN Survei Indeks BerAKHLAK tahun 

2024 merupakan survei yang telah dilaksanakan untuk memonitor dan evaluasi 

implementasi budaya kerja ASN BerAKHLAK. ASN di KKP perlu menginternalisasi 

nilai-nilai BerAKHLAK agar dapat menjalankan reformasi birokrasi tematik yang sesuai 

dengan tugas serta fungsi KKP. Diharapkan core values BerAKHLAK dapat dimaknai 

dan menjadi jati diri ASN KKP agar dapat Bangga Melayani Bangsa. 
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Hasil survei Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami 

kenaikan dari tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks 

BerAKHLAK 78.9%, perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun 

nilai tersebut masih memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan 

meningkatkan tingkat kesehatan yang telah dicapai saat ini. 

 
Tabel: 

Nilai hasil Indeks BerAKHLAK lingkup Kementerian/Lembaga 
 

No. Unit Kerja Bobot % Kategori 

1. Kemenko Marves 83,2 % Sehat 

2. Kementerian Parekraf 79,9 % Sehat 

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan 78,9 % Sehat 

4. Kementerian PUPR 77,7 % Sehat 

5. Kementerian Perhubungan 69,6% Cukup Sehat 

6. Kementerian LHK 68,9% Cukup Sehat 

7. Kementerian Investasi/BKPM 68,6% Cukup Sehat 
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Berdasarkan kategori indeks BerAKHLAK dan hasil penilaian indeks 

BerAKHLAK KKP memperoleh kategori Sehat dengan range indeks 78.9% dan rata-

rata nasional 68.1%. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan dua kategori penilaian yaitu 

Survei BerAKHLAK dan evaluasi organisasi, dengan rincian sebagai berikut: 
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1. Hasil survei BerAKHLAK 

 

Total responden survei BerAKHLAK di lingkungan KKP sebanyak 593 responden. 

Nilai per dimensi BerAKHLAK yang diperoleh berdasarkan hasil survei yang telah 

diisi oleh responden untuk dimensi Berorientasi pelayanan bernilai 72.0%, 

Akuntabel 79.0%, Kompeten 76.0%, Harmonis 77.0%, Loyal 87.0%, Adaptif 73.0%, 

Kolaboratif 75.0%. Nilai akhir survei yang diperoleh yaitu 76.0% dengan bobot 

survei BerAKHLAK 80% maka formulasi perhitungan penilaian mendapatkan nilai 

60.8%. 

2. Hasil Evaluasi Organisasi 

Hasil evaluasi organisasi merupakan nilai yang didapatkan berdasarkan 16 

komponen penilaian dengan skala penilaian validasi 0 sampai dengan 2 dan nilai 

maksimal seluruh komponen adalah 32. Berdasarkan hasil Evaluasi organisasi KKP 

mendapatkan nilai 29/32 dengan bobot penilaian 20% maka formulasi penilaian 

evaluasi organisasi mendapatkan nilai 18.1%. Dengan catatan pada komponen 

penilaian publikasi konten BerAKHLAK pada akun media sosial instansi secara 

masih dalam proses serta tidak ikut berpartisipasi pada survei indeks BerAKHLAK 

tahun 2022 dikarenakan tidak memenuhi batas responden minimal dari jumlah 

populasi. 
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RENCANA TINDAKLANJUT 

Berdasarkan hasil penilaian indeks BerAKHLAK 2024 terdapat saran yang dapat 

ditindaklanjuti guna meningkatkan internalisasi BerAKHLAK di lingkungan KKP 

pada masing-masing dimensi, yaitu: 

1. Berorientasi Pelayanan 

- Melakukan forum dialog atau diskusi secara berkala dengan masyarakat 

dan stakeholder untuk mengetahui kebutuhan mereka 

- Melakukan evaluasi dalam bentuk survei, diskusi secara daring maupun 

luring secara berkala untuk mendapatkan umpan balik 

- Membuka akses informasi seluas-luasnya yang relevan untuk masyarakat 

terkait pelayanan yang diberikan melalui media sosial, webinar maupun 

media lainnya yang terjangkau 

- Melibatkan masyarakat dan stakeholder untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam proses perencanaan program dan kegiatan 

- Melakukan evaluasi secara teratur mengenai program yang dilaksanakan 

untuk peningkatan program sesuai kebutuhan 

- Melakukan monitoring pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan 

dan memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder 

- Meningkatkan penggunaan teknologi untuk memberikan pelayanan yang 

baik, cepat dan tepat 

- Membuat standar operasional pelayanan, termasuk ketepatan waktu dan 

kesesuaian prosedur layanan 

- Mendorong sistem pelaporan yang responsif dan bisa dimonitoring secara 

real-time. 

- Membuat sistem monitoring kinerja bagi pegawai yang terintegrasi untuk 

mendukung efektivitas pelayanan tanpa supervisi langsung 

- Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja tinggi untuk 

meningkatkan tanggung jawab profesional 

- Memberikan pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemandirian 

kerja 
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2. Akuntabel 

- Menetapkan metode penilaian kehadiran dan ketepatan waktu yang jelas 

- Menetapkan target waktu penyelesaian pekerjaan bagi seluruh pegawai 

- Meningkatkan pemantauan kepatuhan terhadap prosedur kerja/SOP 

3. Kompeten 

- Memberikan akses kepada pegawai untuk bisa mengikuti pelatihan non 

klasikal melalui portal pengembangan kompetensi dengan mudah 

- Melakukan pemantauan keikutsertaan pegawai dalam program 

pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan jabatan 

masing-masing 

- Memberikan pendampingan bagi pegawai untuk memilih program 

pengembangan kompetensi yang tepat sesuai kebutuhan jabatan 

4. Harmonis 

- Pertahankan program-program yang sudah berjalan baik 

- Program yang sudah ada dilakukan secara berkala 

5. Loyal 

- Pertahankan program-program yang sudah berjalan baik 

- Program yang sudah ada dilakukan secara berkala 

6. Adaptif 

- Mengadakan pelatihan inovasi dan kreativitas secara rutin untuk 

meningkatkan kemampuan pegawai dalam menciptakan solusi baru. 

- Membangun kebiasaan inovasi dari hal-hal sederhana seperti mengganti 

penggunaan kertas dengan dokumen elektronik, penataan spasial kantor 

yang segar, fungsional, dan fleksibel 

- Memberikan insentif atau penghargaan untuk pegawai yang berhasil 

menerapkan ide inovatif yang berdampak positif bagi organisasi. 

- Membentuk forum untuk mendiskusikan dan mengevaluasi metode kerja 

lama serta mengidentifikasi potensi perbaikan/peningkatan kualitas. 

- Menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan sehingga dapat 

mendorong kreativitas pegawai. 
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- Menerapkan program mentoring/sharing session di mana pegawai senior 

dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan mereka kepada 

pegawai yang lebih muda atau sebaliknya. atau mentoring/sharing 

session dengan narasumber/informan eksternal yang terbukti memiliki 

kreativitas/inovasi 

- Mengembangkan budaya organisasi yang mendorong pegawai untuk 

mengambil inisiatif dan menyampaikan ide-ide mereka tanpa takut 

gagaMenyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi 

pegawai yang mengambil inisiatif perubahan untuk memastikan 

keberhasilan implementasi. 

- Membangun kebiasaan anti-bullying bagi siapapun yang aktif 

menyampaikan ide/masukan agar tidak terkondisi seperti diberikan 

punishment saat memberi ide/masukan. 

7. Kolaboratif 

- Membentuk jaringan kolaborasi antara unit/instansi untuk berbagi sumber 

daya dan informasi. 

- Mengadakan kegiatan atau acara yang mendorong interaksi antar 

pegawai dari berbagai unit untuk meningkatkan kerja sama. 

- Menerapkan sistem formal untuk pengumpulan masukan dari pegawai 

agar mereka merasa lebih dilibatkan dalam proses pengambilan 

keputusan. 

 

BerAKHLAK merupakan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Makna di balik core values ini 

bertujuan agar para ASN dapat memberikan layanan yang optimal, prima, dan 

berkualitas demi kepuasan rakyat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah 

diberikan, selalu belajar dan mengembangkan kapabilitas diri, saling peduli dan 

menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan 

negara, senantiasa berinovasi dan antusias dalam menggerakkan dan menghadapi 

perubahan serta membangun kerja sama yang sinergis. Keberhasilan Core Values 
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dan Employer Branding ini dapat dilihat dari transformasi budaya kerja para ASN 

yang memiliki motivasi, kreativitas, dedikasi, serta kemampuan dan komitmen yang 

tingi. Budaya kerja merupakan sikap dan perilaku individu serta kelompok yang 

didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta 

kebiasaan dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Sebelumnya, 

Presiden Joko Widodo meluncurkan nilai dasar atau Core Values BerAKHLAK serta 

Employer Branding Bangga Melayani Bangsa pada 27 Juli 2021. Hal ini diharapkan 

dapat menciptakan semangat baru dan menjadi dasar acuan dalam bersikap dan 

bertindak serta menjadi pemacu motivasi untuk mengabdi pada negeri bagi ASN. 

Nilai dasar BerAKHLAK dan slogan Bangga Melayani Bangsa sewajarnya dipahami 

oleh para ASN sejak mereka menghadapi tes masuk. Setiap individu yang memiliki 

keinginan menjadi ASN agar dapat menanamkan core values dan rasa bangga 

melayani bangsa baik dalam pekerjaan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Core 

values BerAKHLAK dan Employer Branding Bangga Melayani Bangsa bertujuan 

agar nantinya setiap ASN dapat mengoptimalkan pelayanan bagi masyarakat serta 

menjadi role model bagi sesama rekan kerja dan masyarakat luas. Core Values dan 

Employer Branding yang diluncurkan tahun ini, diharapkan dapat membentuk ASN 

yang adaptif dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Selain itu, 

pengisian kebutuhan sumber daya manusia ASN tidak lagi hanya 

mempertimbangkan posisi yang kosong dalam formasi, tetapi juga nilai proposisi 

akan dipertimbangkan dalam akuisisi talenta untuk memperkuat identitas ASN. 

Kriteria ASN yang kita inginkan adalah orang- orang yang memiliki kapasitas untuk 

dapat menyampaikan ekspektasi organisasi. ASN tersebut harus menghasilkan 

kinerja yang mendukung pencapaian organisasi, mau terus belajar dan 

mengembangkan kompetensi untuk mendukung pelaksanaan strategi organisasi, 

memiliki perilaku sesuai dengan budaya organisasi dengan menerapkan nilai-nilai 

BerAKHLAK. 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator indeks BerAKHLAK KKP diperlukan 

biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas 

dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan 

pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 

(satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai 

target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 

Rp18.315.000 dari pagu Rp18.370.000 (99,70%). 

 

 

 

IKU 10 : Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase) 

 

Sebagaimana amanat Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara dan Pasal 74 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil bahwa setiap instansi pemerintah wajib 

Menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan 

analisis jabatan dan analisis beban kerja yang akan diangkat ke dalam jabatan 

fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan melalui pengangkatan 

pertama, perpindahan dari jabatan lain atau penyesuaian. 

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur dan Reformasi Birokrasi menerbitkan surat Nomor B/528/M.SM.01.00/2018, 

tanggal 15 Oktober 2018 perihal mekanisme pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 

dalam jabatan fungsional yang menyatakan bahwa K/L/Pemda yang mempunyai 

rencana mengangkat Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan fungsional keahlian dan 

jabatan fungsional keterampilan baik melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari 

jabatan lain atau penyesuaian wajib didahului dengan penyampaian usulan kepada 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional untuk mendapatkan rekomendasi sebelum 

menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi. 
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Pada Tahun 2024, target capaian IKU Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah nilainya 

masih sama seperti tahun 2023, yaitu 80. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 10 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 10 Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah (Persentase) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
TW IV 
2024 

Realisasi 
TW IV 
2024 

% 
Capaian 
TW IV 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 81 82,3 80 82,3 102,88 1,3 80 102,88 80 102,88 

 

Sumber: Laporan hasil pembinaan Jabatan Fungsional lingkup KKP 

1. Capaian IKU 

Persentase rekomendasi kebutuhan jabatan Fungsional bidang Kelautan 

dan Perikanan yang diberikan dibanding jumlah usulan yang disampaikan oleh 

instansi pengguna jabatan fungsional bidang kelautan per tahun, sebagai tugas 

dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi pembina Jabatan 

Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan. 

Dalam pelaksanaanya sampai dengan Desember Tahun 2024, hasil evaluasi 

rekomendasi yang telah diterbitkan berdasarkan pedoman perhitungan masing-

masing Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan untuk Pemerintah 

Daerah yang telah mengusulkan kebutuhan, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1 
Target dan Realisasi IKU 

 
 

 TARGET REALISASI 

PERSENTASE 
80% 82,3% 
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2. Analisis Capaian IKU 
 

Sampai dengan Desember Tahun 2024, Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur dan Organisasi telah menerima 215 usulan permohonan rekomendasi 

kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan dari Pemerintah 

Daerah. 

 

Gambar 1 
Screenshot sample usulan rekomendasi pemerintah daerah 

 
Berdasarkan data usulan yang telah diterima, terdapat kategori-kategori 

penyelesaian rekomendasi yang dijadikan tolak ukur dalam perhitungan IKU 

persentase rekomendasi Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan untuk 

Pemerintah Daerah, yang secara rinci dapat dilihat dibawah ini:  
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                Tabel 2                                                                           Tabel 3 

Kategori penyelesaian rekomendasi                                  Progres Rekomendasi 

 
 
 
 
 

  
 

Sehubungan dengan tabel kategori diatas, terhadap usulan dari 

Pemerintah Daerah yang sudah melewati tahap verifikasi dan validasi bersama 

dengan Unit Pembina Teknis bidang Kelautan dan Perikanan akan diberikan 

surat rekomendasi sesuai dengan hasil perhitungan kebutuhan jabatan 

fungsional yang diusulkan dengan memperhatikan pedoman perhitungan 

masing-masing Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATEGORI JUMLAH 

USULAN 215 

VERIFIKASI DAN 
VALIDASI 

38 

SURAT 
REKOMENDASI 

177 
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Gambar 3 
Screenshot sample surat rekomendasi untuk pemerintah daerah 

 
 

Berdasarkan data usulan yang telah diterima, terdapat 38 usulan yang masih 

termasuk dalam kategori proses verifikasi dan validasi, hal ini dikarenakan belum 

sesuai atau terpenuhinya persyaratan yang harus dilampirkan bersama dengan 

usulan untuk dapat dilakukan perhitungan kebutuhan bersama dengan Unit 

Pembina Teknis Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan. 

 

Hambatan yang ditemui 

Hambatan yang ditemui dalam merealisasikan capaian IKU rekomendasi 

Jabatan Fungsional Bidang Kelautan dan perikanan ini diantaranya ialah: 

- kesulitan dalam mengkoordinasikan pemenuhan berkas yang dibutuhkan 

dalam verifikasi seperti ketersediaan RENSTRA, Analisa jabatan dan Analisa 

kebutuhan, form perhitungan kebutuhan, peta jabatan capaian kinerja pada 

unit. Hal ini dibutuhkan untuk melihat kesesuaian jabatan fungsional bidang 

kelautan dan perikanan yang diusulkan dengan tugas dan fungsi unit kerja di 

pemerintah daerah. 

- form perhitungan kebutuhan yang belum sesuai dengan masing-masing 

pedoman Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan 

- beberapa pemerintah daerah masih mengusulkan Jabatan Fungsional bidang 

Kelautan dan Perikanan yang bersifat tertutup (Re: Penyuluh Perikanan, 

Asisten Penyuluh Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit, Teknisi 

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, Inspektur Mutu Hasil Perikanan dan 

Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan). 

- belum mengetahui adanya penyesuaian nomenklatur untuk beberapa Jabatan 

Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan contohnya seperti Jabatan 

Fungsional Pengawas Perikanan bidang Perikanan Budidaya menjadi 

Jabatan Fungsional Analis Akuakultur dan Teknisi Akuakultur atau Jabatan 

Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan bidang Budidaya menjadi 

Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan Teknisi Kesehatan Ikan. 
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Upaya yang dilakukan 

Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian IKU rekomendasi 

kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan ini adalah: 

- menginformasikan kebutuhan berkas yang diperlukan kepada pengusul 

apabila berkas belum sesuai atau belum ada 

- menyusun buku profil Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan Perikanan 

untuk dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing jabatan 

fungsional terutama dalam hal kedudukan jabatan tersebut 

- membuat sistem informasi yang memuat pedoman kebutuhan, form 

perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional bidang Kelautan dan 

Perikanan termasuk juga buku profil yang telah disusun. 

 

 

Evaluasi Pembinaan jabatan fungsional dalam biadang Kelautan dan 

Perikanan, Biro SDM Aparatur dan Organisasi mengadakan Forum Diskusi jabatan 

Fungsional dan mendapatkan beberapa poin penting dalam Jabatan Fungsional 

untuk Mendukung Tercapainya Target Kinerja Organisasi Kementerian Kelautan 

dan Perikanan. 
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Peran Unit Pembina Jabatan Fungsional dan Penyelarasan Jabatan 

Fungsional Bidang Kelautan dan Perikanan 

1. Penguatan peran unit kerja pembina dalam pemantauan kesesuaian 

pengisian SKP individu (batasan prosentase) dengan ruang lingkup JF 

sesuai IKU Organisasi. 

2. Pelaksanaan review terhadap hasil penilaian SKP JF oleh pimpinan unit 

kerja. 

3. Peningkatan supervisi kepada masing-masing unit kerja dalam penetapan 

AK JF, mengingat saat ini masih ada JF yg belum melakukan integrasi PAK 

karena terhambat keaktifan masing-masing individu dalam melakukan 

pengunggahan PAK awalnya ke dalam sistem aplikasi yang ada. 

4. Unit kerja pembina mengharapkan untuk penyelesaian instrumen JF yg ada 

saat ini sebelum dilakukan penyelarasan JF. 

5. Penyelarasan JF disepakati untuk dilakukan setelah seluruh proses 

penetapan tunjangan JF minimal mendapatkan kepastian izin prakarsa. 

6. Penyelarasan JF agar dilakukan setelah dilaksanakan pemetaan terhadap 

amanat yang mendasari pembentukannya maupun terhadap kesesuaian 

tugas fungsi JF dengan organisasi yang menaunginya, unit kerja pembina 

agar segera membentuk tim identifikasi awal. 

7. Pemerintah daerah mengharapkan untuk menunda pelaksanaan 

penyelarasan JF, mengingat saat ini sebagian besar pemerintah daerah 

sedang dalam tahap adaptasi kebiasaan dengan pola JF bidang kelautan 

dan perikanan dan revisi peta jabatannya. 

8. Pemerintah daerah mengharapkan uji kompetensi untuk dapat 

dilaksanakan dalam jadwal yang tetap dan pemberian kuota lebih untuk 

pemerintah daerah. 

9. Implikasi peningkatan kelas UPT dengan peningkatan kebutuhan anggaran 

untuk pembayaran gaji, tunjangan JF, dan tunjangan kinerjanya. 

10. Peningkatan peran Tim Kerja Peningkatan Utilitas JF dalam pelaksanaan 

penghitungan ulang kebutuhan JF yang digunakan oleh KKP. 
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11. Pelaksanaan penyesuaian nomenklatur Asisten Inspektur Mutu berdampak 

kepada karir PHPI jenjang keterampilan yang memiliki pendidikan sarjana. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 

diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai 

dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut 

dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang 

disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah 

mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran 

sebesar Rp283.660.044 dari pagu Rp284.069.000 (99,86%). 

 

 

IKU 11 : 
Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat 
predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) 

 

Peraturan mengenai Pembangunan Zona Integritas sebuah institusi/Lembaga 

terdapat dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

lnstansi Pemerintah. Dimana peraturan sebelumnya yang terdapat dalam perubahan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

lnstansi Pemerintah sudah tidak sesuai dengan kerangka penilaian reformasi birokrasi 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga perlu dirubah/diganti. Target Capaian nilai 

IKU mengenai WBK pada tahun 2024 adalah sebesar 75 yang berarti sama dengan 

tahun 2024. 
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Dengan pembangunan Zona Integritas nantinya akan terwujud Wilayah Bebas dari 

Korupsi. WBK merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pelayanan 

percontohan yang mampu mencegah KKN, sedangkan WBBM adalah predikat yang 

diberikan kepada unit kerja pelayanan percontohan yang mampu mencegah KKN dan 

memberikan pelayanan publik berkualitas. 

Usulan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia 

Aparatur dan Organisasi melalui Nota Dinas Plh. Sekretaris Jenderal kepada Plt. 

Inspektur Jenderal Nomor 47/SJ/RC.210/I/2023 perihal Usulan Unit Kerja Berpredikat 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Sekretariat Jenderal. 

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi telah menyusun rencana aksi dan 

target (output) yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Tim ZI menuju 

WBK/WBBM pada bulan Januari 2024, sehingga perlu dilakukan monitoring dan 

evaluasi untuk membantu dalam mengidentifikasi kendala/hambatan yang dihadapi 

dalam proses pelaksanaan Zona Integritas. Hasil dari identifikasi tersebut diharapkan 

dapat dijadikan dasar tindak lanjut sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan Zona 

Integritas di Lingkungan Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. 

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan 

dan seluruh pegawai Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi. Upaya 

pembangunan Zona Integritas diwujudkan dengan membentuk tim pembangunan 

Zona Integritas dalam melaksanakan pembangunan WBK/WBBM sesuai dengan 

Rencana Kerja yang telah disusun. 

 

1. Manajemen Perubahan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Manajemen Perubahan TW II terdiri atas 

10 kegiatan yang terbagi dalam 20 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 

20/20 atau 100%. Kegiatan area Manajemen Perubahan pada TW II meliputi: 

1) Menyediakan media sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK 

2) Melaksanakan pembangunan ZI sesuai rencana kerja 

3) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju 
WBK 
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4) Menindaklanjuti hasil monitoring dan Evaluasi 

5) Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan 
ZI menuju WBK 

6) Monev pelaksanaan kegiatan agen perubahan 

7) Membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi 

8) Jumat Sehat pegawai Biro SDM Aparatur dan Organisasi (bulanan) 

9) Jam Arahan Pimpinan (mingguan) 

10) Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, 
dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen 
perencanaan (Reform). 

 

2. Penataan Tatalaksana 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penataan Tatalaksana TW II terdiri atas 7 

kegiatan yang terbagi dalam 11 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 11/11 

atau 100%. Kegiatan area Penataan Tatalaksana pada TW II meliputi: 

a. Penyesuian peta proses bisnis level 3/peta lintas fungsi lingkup Biro 

SDMAO. 

b. Revisi SOP mengacu pada Mekanisme Kerja Baru 

c. Implementasi SOP Lingkup Biro SDMAO. 

d. Melakukan inovasi terhadap SOP yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

monitoring dan evaluasi implementasi. 

e. Pelaksanaan Manajemen SDM Aparatur melalui Teknologi Informasi 

(SI ASN, epegawai). 

f. pemantauan penerapan teknologi informasi untuk pelaksanaan Manajemen 

SDM Aparatur melalui Teknologi Informasi. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan 

informasi publik 

 

3. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penataan Sistem Manajemen SDM TW II 

terdiri atas 10 kegiatan yang terbagi dalam 13 volume kegiatan dengan capaian 
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sebanyak 13/13 atau 100%. Kegiatan area Penataan Sistem Manajemen SDM 

pada TW II meliputi: 

a. Monitoring dan evaluasi penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk 

memenuhi kebutuhan jabatan dan memberikan perbaikan terhadap kinerja 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 

b. Re-assessment Pegawai lingkup Biro SDMAO. 

c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. 

d. Pengukuran kinerja individu secara periodic. 

e. Penyusunan pedoman pemberian reward kepada pegawai dengan kinerja 

sangat baik. 

f. Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah 

dilaksanakan/diimplementasikan. 

g. Update Data SI-ASN secara berkala. 

h. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada 

levelnya. 

i. Hasil assessment dijadikan pertimbangan untuk mutasi & pengembangan 

karir pegawai. 

j. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai 

 

4. Penguatan Akuntabilitas 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penguatan Akuntabilitas TW II terdiri atas 

10 kegiatan yang terbagi dalam 8 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 8/8 

atau 100%. Kegiatan area Penguatan Akuntabilitas pada TW II meliputi: 

a. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala. 

b. Menyusun laporan kinerja tepat waktu. 

c. Menyusun laporan kinerja yang memberikan informasi tentang kinerja. 

d. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas 

kinerja. 

e. Mengelola akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh SDM yang kompeten. 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

f. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih. 

g. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai 

pemberian reward and punishment bagi organisasi. 

h. penjenjangan kinerja (Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja 

utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai. 

 

5. Penguatan Pengawasan 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Penguatan Pengawasan TW II terdiri atas 

18 kegiatan yang terbagi dalam 38 volume kegiatan dengan capaian sebanyak 

383/8 atau 100%. Kegiatan area Penguatan Pengawasan pada TW II meliputi: 

a. Pelaksanaan public campaign pengendalian gratifikasi. 

b. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi. 

c. Melakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan. 

d. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi. 

e. Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP kepada seluruh pihak 

terkait. 

f. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan Masyarakat. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat. 

h. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan Masyarakat. 

i. Melakukan internalisasi Whistle-Blowing System. 

j. Menerapkan Whistle-Blowing System. 

k. Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System. 

l. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan Whistle-Blowing System. 

m. Melakukan internalisasi/sosialisasi penanganan benturan kepentingan. 

n. Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan. 

o. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 

p. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. 

q. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang. 

r. Persentase penanganan pengaduan Masyarakat. 
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6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Kegiatan yang dilaksanakan pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

TW II terdiri atas 8 kegiatan yang terbagi dalam 9 volume kegiatan dengan capaian 

sebanyak 9/9 atau 100%. Kegiatan area Penguatan Pengawasan pada TW II 

meliputi: 

a. Dokumentasi terhadap akses informasi yang telah tersedia. 

b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi. 

c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali 

dalam setahun. 

d. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka. 

e. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan Masyarakat. 

f. Menerapkan pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh 

proses pemberian layanan. 

g. Membangun database pelayanan yang terintegrasi. 

h. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap pelayanan Pengadaan 

ASN. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 11 Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Nilai) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
TW IV 
2024 

Realisasi 
TW IV 
2024 

% 
Capaian 
TW IV 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 83,97 79,51 75 79,51 106,01 - 75 106,01 75 106,01 

 

Sumber : Memorandum Inspektorat Jenderal Nomor 154/ITJ/KP.750/XI/2024, tanggal 22 November 2024, hal Hasil Penilaian 
terhadap Unit Kerja yang diusulkan mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024 

 

Berdasarkan Memorandum Inspektorat Jenderal Nomor 154/ITJ/KP.750/XI/2024, 

tanggal 22 November 2024, hal Hasil Penilaian terhadap Unit Kerja yang diusulkan 

mendapatkan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan KKP Tahun 2024, 

hasil capaian penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Biro SDM 
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Aparatur memperoleh Nilai 79,51 (tujuh puluh Sembilan koma lima puluh satu) 

sehingga LULUS memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi. Berikut ini 

merupakan gambar tangkap layar pada Nota Dinas dimaksud. 
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Kesimpulan 

Berdasarkan implementasi pelakaksanaan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi, sebagai berikut 

1. Implementasi pembangunan ZI sudah berjalan melali implementasi pada upaya 

6 (enam) area yang dituangkan dalam rencana aksi dan dilaksanakan 

monitoring per triwulanan; 

2. Nilai Pemenuhan Implementasi Pembangunan ZI tertinggi pada area 

Penguatan Akuntabilitas sebesar 92,44 % dan terendah pada area Penataan 

Tatalaksana sebesar 59,95%; 

3. Area Penataan Tatalaksana yang perlu ada penguatan dalam kegiatan 

monitoring pelaksanaan SOP dan keseuaian SOP berdasarkan kebutuhan 

dalam memberikan kemudahan petunjuk kerja pegawai; dan 

4. Hasil Penilaian Tim Internal Sekretariat Jenderal pada Pembangunan ZI 

menuju WBK/WBBM sebesar 82,30 dan hasil penilaian oleh TPI sebesar 79,51. 

 

Rekomendasi 

Sesuai hasil penililaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Biro SDM Aparatur 

dan Organisasi, disarankan sebagai berikut 

1. Rencana aksi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM untuk disusun lebih 

implementatif dan disesuaikan dengan target prioritas dan tindak lanjut yang 

menjadi rekomendasi hasil monitoring Inspektorat Jenderal selaku Mitra 

Pendamping; 

2. Monitoring dan implementasi pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP untuk 

dapat di tingkatkan; 

3. Rencana tindak Agen Perubahan sejalan atau mendukung IKU Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi untuk dapat dimomitoring dan dapat dipublikasikan; 

dan 

4. Internalisasi nilai-nilai BerAKHAK agar dapat ditingkatkan secara periodik 

kepada seluruh pegawai. 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai minimal yang dipersyaratkan 

untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi diperlukan biaya untuk 

dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi 

dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) 

tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target 

yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 

Rp43.743.700 dari pagu Rp43.791.000 (99,89%). 

 

 

 

IKU 12 : 
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 

 

Persentase Nilai PM SAKIP Biro SDMAO merupakan IKU yang menggantikan 

IKU Nilai Rekonseiliasi Kinerja. Adapun IKU ini dihitung berdasarkan Permen PAN dan 

RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni 

• perencanaan kinerja (30%), 

• pengukuran kinerja (30%), 

• pelaporan kinerja (15%), 

• evaluasi kinerja (25%). 

 

 

 

 

 

 

Kategor
i 

Nilai Predikat 

AA >90 – 100 Sangat Memuaskan  
A >80 – 90 Memuaskan  
BB >70 – 80 Sangat Baik  
B >60 – 70 Baik  
CC >50-60 Cukup  
C >30 – 50 Kurang 
D 0 – 30 Sangat Kurang 
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Target capaian nilai IKU PM SAKIP Biro SDMAO tahun 2024 adalah 84, mengalami 

kenaikan dari target tahun sebelumnya yaitu 80,5. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Pengelolaan SDM Aparatur 

IKU 12 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
TW IV 
2024 

Realisasi 
TW IV 
2024 

% 
Capaian 
TW IV 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - - 84,70 82,20 84 82,20 97,86 - 84 97,86 84 97,86 

 

Sumber: Surat Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: B.1258/SJ.1/RC.160/X/2024, tanggal 30 Oktober 2024 perihal Hasil 
Penilaian Mandiri SAKIP tahun 2024.. 

 

Berdasarkan penilaian di tahun 2024, Nilai PM SAKIP Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi mencapai 82.20 dengan kategori A predikat memuaskan. Nilai ini diperoleh 

berdasarkan Surat Dinas Kepala Biro Pencanaan Nomor. 1258/SJ.1/RC.610/X/2024 

tentang Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 

2024 pada tanggal 30 Oktober 2024. 

 

Capaian Biro Hukum merupakan capaian peringkat ke-1 di lingkup Sekretariat 

Jenderal. Adapun capaian ini diperoleh dengan adanya: 

1. Perumusan kinerja individu setiap pegawai terkait dengan kinerja organisasi 

dengan menyusun matrik pembagian peran hasil dan memastikan hasil matriks 

tersebut dituangkan dalam SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) sehingga dapat 

dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi. 

2. Mendorong pemanfaatan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar perbaikan 

program/kegiatan untuk perencanaan kedepan sehingga dapat mengoptimalkan 

peningkatan pencapaian kinerja yang ditetapkan. 

3. Mendorong komitmen pimpinan untuk memanfaatkan aplikasi pengukuran dan 

pengumpulan data kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi secara efektif 
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dengan memberikan feedback perbaikan sebagai bentuk controlling pimpinan unit 

kerja terhadap pencapaian kinerja yang dimiliki. 

4. Meningkatkan kualitas laporan kinerja, dengan menyajikan informasi detail 

pencapaian kinerja terkait analisa upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan 

sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan 

perencanaan kinerja kedepan. 

5. Mendorong pemanfaatan data kinerja pada laporan kinerja untuk perbaikan 

penetapan target kinerja tahun berikutnya sehingga perencanaan kinerja kedepan 

dapat menggambarkan adanya perbaikan/peningkatan kinerja. 

6. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dapat memberikan gambaran 

langkah-langkah perbaikan/peningkatan kinerja. 

7. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas perbaikan nyata untuk meningkatkan 

pencapaian seluruh target kinerja. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan 

demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan 

kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan 

capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp51.875.000 dari pagu 

Rp52.410.000 (98,98%). 
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IKU 13 : 
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM 
Aparatur(%) 

 

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta 

derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-

tugasnya. IKU-1. Indeks Profesionalitas ASN merupakan indikator baru di tahun 2019 

yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 

2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Nilai 

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP 

yang diukur setiap tahun oleh Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, 

Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan mengacu pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks 

Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian 

Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan 

Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Penilaian dilakukan setiap 

Semester dan pengambilan nilai akhir pada Semester II/Akhir Tahun dengan 

menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu 1. Kualifikasi, 2. Kompetensi, 3. Kinerja dan 4. 

Disiplin, dengan Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang dapat 

diperoleh sebagai berikut: 

a. Kualifikasi dihitung dari kondisi tingkat pendidikan terakhir dari pegawai dengan 

ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah 

diupdate pada aplikasi e Pegawai KKP dan disandingkan dengan level jabatan 

terakhir pada aplikasi e-Pegawai KKP. 

b. Kompetensi diolah datanya dari aplikasi e-Pegawai KKP dan aplikasi Sistem 

dengan ketentuan sbb: 

 Aspek kompetensi Diklat Struktural atau Diklat PKN, diklat perjenjangan 

sesuai dengan level jabatan strukturalnya, dimana penilaian cukup satu 

sertifikat diklat struktural sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan 

data dari aplikasi e-Pegawai KKP; 
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 Aspek kompetensi Diklat Fungsional, diklat teknis bidang fungsional pada 

level jabatan fungsionalnya, dimana penilaian cukup satu sertifikat diklat 

fungsional sepanjang tahun tetap terhitung dan pengambilan data dari 

aplikasi SIASN BKN; 

 Aspek kompetensi Diklat 20 JP, 

 Aspek kompetensi Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya; 

 Pejabat Struktural wajib sudah pernah melaksanakan Diklatpim, sesuai 

dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun 

berjalan dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

 Pejabat Fungsional wajib sudah pernah melaksanakan Diklat 

Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP secara proporsional pada tahun berjalan dan 

Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40; 

 Pejabat Fungsional Umum wajib sudah melaksanakan Diklat 20 JP secara 

proporsional pada tahun berjalan dan Seminar dihitung sejak 2 tahun terakhir 

dengan total bobot yaitu 40; 

c. Kinerja diolah datanya dari aplikasi Penilaian Kinerja BKN pada aplikasi SIASN 

hasil pengolahan dari Aplikasi Kinerja BKN dengan pengambilan Predikat 

Kinerja; 

d. Disiplin diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan 

diambil yang tidak pernah/pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 1 tahun 

terakhir dan diupdate pada aplikasi SIMPEG. 

 

Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi selaku penanggung jawab 

untuk melakukan monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan data 4 (empat) dimensi 

terhadap pelaksanaan pengukuran IP ASN pegawai di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Hasil atas pengukuran IP ASN menjadi bahan pertimbangan, 

rekomendasi tindak lanjut untuk capaian output kendali tinggi sesuai target pada 

Pejanjian Kinerja atau Indikator Kinerja Utama Organisasi dan capaian output kendali 

rendah. Proses pembaruan kebijakan yang terus berkembang juga menjadi alas an 

evaluasi berperan penting untuk pertimbangan dalam berbagai tindak lanjut terhadap 
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kompetensi pegawai dan dampaknya pada proses pengkuran profesionalitas di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh sebab itu, laporan monitoring 

dan evaluasi pengukuran Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan ini disusun sebagai pertanggungjawaban Biro Sumber Daya 

Manusia Aparatur dan Organisasi dalam mendokumentasikan hasil monitoring dan 

evaluasi, serta capian pengukuran IP ASN pegawai di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2024 ini, target capaian nilai IKU indeks 

Profesionalisme ASN Lingkup Biro SDMAO adalah sebesar 85. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU 13 Indeks Profesionalitas ASN lingkup Biro SDM Aparatur (%) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
TW IV 
2024 

Realisasi 
TW IV 
2024 

% 
Capaian 
TW IV 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

54,56 100 95,00 100 89,56 85 89,76 105,60 - 85 105,60 85 105,60 

 

Sumber: Nota Dinas Kepala Biro SDM Apratur dan Organisasi Nomor: B.62/SJ.3/TU.140/I/2025, tanggal 9 Januari 2025 perihal 
Capaian Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) di lingkungan KKP Triwulan IV Semester 
II Tahun 2024 dan Target Capaian IP ASN KKP Tahun 2025. 
 

 

Perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Sekretariat Jenderal Triwulan 

IV/Semester II pada tahun 2024 dilakukan dengan melakukan pengukuran kepada 492 

orang PNS yang tersebar di 7 (tujuh) unit kerja eselon II, 1 (satu) Balai Pengelolaan 

Informasi SDKP, dan 1(satu) unit Staf Ahli Menteri. Berdasarkan hasil pengukuran 

Indeks Profesionalitas ASN di masing-masing unit kerja eselon I, seluruh unit kerja 

eselon II lingkup Setjen sudah melebihi dari target dengan nilai tertinggi adalah Balai 

pengelolaan Informasi SD Kelautan dan Perikanan dengan capaian sebesar 91,92 

dari target 85 atau prosentase 108,14% melebihi target, dan yang terendah adalah 

Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri dengan capaian 85,58 dari 

target 85 atau prosentase 100,68%, sedangkan Staf Ahli Menteri karena bukan unit 
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mandiri struktural hanya sebagai pembagi rata-rata lingkup Setjen dengan capaian 

kurang dari target. 

 

Perhitungan IP ASN mengalami beberapa kendala dan mengatasi kendala 

tersebut antara lain sebagai berikut: 

1. Melakukan identifikasi bagi pegawai yang membutuhkan pelatihan dan tambahan 

keterampilan sesuai dengan deskripsi tugas fungsi kinerjanya serta mengusulkan 

untuk pelatihan dan peningkatan keterampilan bagi yang bersangkutan baik 

secara luring dan daring; 

2. Meningkatkan kompetensi dengan Sosialisasi peraturan-peraturan terkait 

kepegawaian; 

3. Pelatihan bagi pegawai dengan fokus pelatihan pada aspek-aspek yang masih 

rendah bagi pegawai yang bersangkutan; 

4. Monitoring dan evaluasi presensi; 

5. Belum maksimalnya peremajaan data pada aplikasi MyASN untuk aspek 

penginputan/pengusulan peremajaan data diklat oleh setiap ASN dan dilakukan 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

pemeriksaan data usulan peremajaan oleh admin Verifikasi (Verifikator dan 

Approval) yang sudah ditunjuk oleh pimpinan unit kerja. 

 

Selanjutnya untuk Triwulan II atau Semester I Tahun 2025, telah ditetapkan 

target IP ASN di lingkup Sekretariat Jenderal sebesar 88 (kategori Tinggi), dengan 

metode perhitungan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 dan Surat Plt. Kepala 

Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 

2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, sebagai berikut 

penyesuaiannya: 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat 

Jenderal diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output 

sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya 

tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran 

dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan 

realisasi anggaran sebesar Rp56.860.320 dari pagu Rp56.930.000 (99,88%) 
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IKU 14 : 
Presentase Penyelesaian Program Penyusunan 
Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan 
SDM Aparatur dan Organisasi (%) 

 

Hasil capaian kinerja penyelesaian penyusunan peraturan perundang-undangan 

di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan salah satunya berdasarkan dari 

Data capaian Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024. Pada Tahun 2024 ini, 

Target capaian nilai IKU Presentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi adalah 

sebesar 100%. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU 14 Presentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM 
Aparatur dan Organisasi (%) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - 90,91 100 100 100 100 100 - 100 100 100 100 

 
Sumber. Memorandum Kepala Biro Hukumn Nomor 49/SJ.4/TU.210/I/2025 tanggal $ Januari 2025, Perihal Capaian IKU 
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan Semester II Tahun 2024 

 

Penyelesaian program penyusunan peraturan perundang undangan di lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 2024 (Juli s.d. Desember), 

bersama ini kami laporkan beberapa hal berikut: 

1. bahwa penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan 

bidang kelautan dan perikanan mengacu pada Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan 

Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan 

Perikanan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 53 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang 

Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024; 

2. capaian IKU persentase penyelesaian program penyusunan peraturan perundang 

undangan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan semester II tahun 

2024 diperoleh dari perhitungan jumlah peraturan perundang-undangan yang 

diselesaikan (penyampaian permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan 

pemantapan konsepsi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 

kepada Kementerian Hukum atau penetapan rancangan Keputusan Menteri 

Kelautan dan Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan), dibandingkan 

dengan jumlah peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebagaimana 

tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 

2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 53 Tahun 2024; 

3. berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan 

Nomor 53 Tahun 2024 terdapat 39 (tiga puluh sembilan) rancangan peraturan 

perundang-undangan, terdiri atas: a. 25 (dua puluh lima) rancangan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan; dan b. 14 (empat belas) rancangan Keputusan 

Menteri Kelautan dan Perikanan, dimana sampai dengan semester II telah berhasil 

diselesaikan seluruh peraturan perundang-undangan dimaksud dengan 

persentase sebesar 100% (seratus persen), dengan realisasi sebagai berikut: 
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4. capaian target Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri 

Tahun 2024 sesuai dengan target kinerja dihitung sebagai berikut: 
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5. adapun rincian penilaian hasil capaian IKU persentase penyelesaian program 

penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan sampai dengan semester II tahun 2024, sebagai berikut: 

 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Presentase Penyelesaian Program 

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan 

Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai 

output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-

biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 

(RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran 

dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan 

realisasi anggaran sebesar Rp35.000.000 dari pagu Rp35.000.000 (100%). 
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IKU 15 : 
Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi  (%) 

 

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK Biro SDM Aparatur dan Organisasi merupakan 

pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang 

disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni 

kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

efektivitas system pengendalian intern. Target Capaian IKU mengenai Temuan BPK 

pada tahun 2024 adalah sebesar 100% sama seperti target dan realisasi IKU tahun 

2024. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 17 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU 15 Presentase penyelesaian temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi  (%) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 
TW III 
2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

100 100 100 100 100 100 100 101 - 100 100 100 100 

 

Sumber: Memorandum Kepala Biro Keuangan dan BMN Nomor: 3626/SJ.2/RC.610/X/2024, Tanggal 7 Oktober 2024, Perihal 
Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal 
dibandingkan Realisasi Anggaran Sekretariat Jenderal TA. 2023. 

 

Capaian IKU Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas Laporan 

Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) dibandingkan dengan Realisasi Anggaran 

Setjen TA 2023 pada tahun 2024. 
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Keterangan:  

1. Realisasi anggaran (audited) Tahun 2023. 

2. Nilai temuan BPK atas LK Sekretariat Jenderal Tahun 2023; 

3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran 

(audited) Tahun 2023; 

4. Perhitungan % capaian adalah [1+(1 - realisasi/target)]*100. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Presentase penyelesaian temuan BPK 

Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi diperlukan biaya untuk dapat 

melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun 

sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000 

dari pagu Rp15.000.000 (100%). 

 

 

 

IKU 16 : 
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan 
untuk perbaikan kinerja lingkup Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 

 

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada 

Sekretariat Jenderal berdasarkan LHP (LHP Audit, Reviu dan Evaluasi) baik bentuk 

surat maupun bab yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti 

(berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Biro SDM Aparatur yang menjadi objek 

pengawasan. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 16 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU-17 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup 
Biro SDMAO 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

54,56 100 95,00 100 100 95 100, 105,86 - 95 105,86 95 105,86 

 
Sumber. Memorandum Biro Keuangan Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 tanggal 8 Januari 2025, Perihal Capaian IKU ”Rekomendasi 
Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Esleon I Lingkup Sekretarian Jenderal Triwulan IV Tahun 
2024” 

 

Capaian IKU ini merupakan perolehan tertinggi dari seluruh Unit Eselon I di 

lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hal ini tentu berkat komitmen dan 

kerja sama para penanggung jawab kegiatan maupun para pimpinan atas pentingnya 

penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal untuk perbaikan 

kinerja Unit Kerja Eselon II di lingkup Sekretariat Jenderal. Perolehan ini berdasarkan 
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pada jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV 

dengan rincian per unit kerja eselon II sebagai berikut: 

Tabel 23 

Data Rekapitulasi Capaian IKU “Rekomendasi Hasil Pengawasan yang 
Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Sekretariat Jenderal” Triwulan IV 

Tahun 2024 
 

No Unit Kerja 
Jumlah 
Rekom 

TL 
(Tuntas) 

Nilai uang TL (Tuntas) 
Capaian 

IKU (100%) 
Sisa 

Rekom 

1 Biro Perencanaan 21 21 - - 100% 0 

2 Biro Keuangan 36 36 - - 100% 0 

3 Biro Umum dan PBJ 66 66 115.737.784 115.737.784 100% 0 

4 Biro Hukum 0 0 - - 100% 0 

5 Biro SDMAO 7 7 - - 100% 0 

6 
Biro Humas dan 
KLN 

18 18 - - 100% 0 

7 Pusdatin 11 11 258.639 258.639 100% 0 

8 LPMUKP 17 17 - - 100% 0 

9 BPISDKP 20 20 4.555.330 4.555.330 100% 0 

 Jumlah 196 90 120.551.753 120.551.753 100% 0 

 

Sumber. Memorandum Biro Keuangan Nomor 78/SJ.2/RC.610/I/2025 Tanggal 8 Januari 2025, perihal Capaian IKU 
”Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Esleon I Lingkup Sekretarian Jenderal 
Triwulan IV Tahun 2024” 

 

Berdasarkan capaian tersebut, kami mengapresiasi kepada seluruh unit kerja 

lingkup Sekretariat Jenderal atas capaian IKU rekomendasi hasil pengawasan yang 

dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Sekretariat Jenderal triwulan IV tahun 

2024 sebesar 100%. 

Sebagai bentuk komitmen Biro SDMAO dalam mempertahankan capaian 

kinerja IKU ini,salah satu upaya yang dilakukan oleh Biro SDMAO adalah dengan 

melaksanakan pertemua rutin setiap bulan antar Ketua Tim Kerja dan para 
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penanggung jawab kegiatan yang diharapkan dapat membuat kinerja di Biro SDMAO 

menjadi lebih baik dengan melakukan evaluasi dan perbaikan atas kegiatan yang 

sudah dilakukan. 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Persentase Jumlah Rekomendasi 

Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi 

mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan 

kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target yang ditentukan berdasarkan 

capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar Rp15.000.000 dari pagu 

Rp15.000.000 (100%). 
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IKU 17 : 
Unit kerja Biro SDMA  yang menerapkan sistem 
manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 

 

Sistem Manajemen Pengetahuan merupakan suatu rangkaian yang 

memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun 

swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. 

Perhitungan indikator ini berasal dari rata-rata persentase unit kerja Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi yang tergabung dan mendistribusikan informasi dalam 

system informasi manajemen pengetahuan terpilih dengan menggunakan Platform 

Potral Collaboration Office (https:portal.kkp.go.id). 

Tabel 24 
Capaian Indikator Kinerja 18 

 
Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU 17 Unit kerja Biro SDMA  yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 Target  Realisasi 
% 

Capaian 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
2024 

93,33 86,61 100 108,25 106,38 94,00 133,33 120,00 33,33% 94 133,33 90 120,00 

 
Sumber. Memorandum Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 32/SJ.7/TU.210/I/2025 perihal Capaian IKU 

”Manajemen pengetahuan yang terstandar Sekretariat Jenderal Triwulan IV Tahun 2024” 
 

 
Hasil capaian IKU Manajemen Pengetahuan lingkup Sekretariat Jenderal 

terdapat sebanyak 8 (delapan) unit kerja yang telah mencapai target, antara lain: Biro 

Perencanaan, Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi, Biro Hukum, Biro 

Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Biro 

Umum dan Pengadaan Barang/Jasa, Pusat Data, Statistik, dan Informasi dan 

LPMUKP. 
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Pada tabel terlihat bahwa realisasi Persentase Satuan Kerja Lingkup Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang 

Terstandar Th. 2024 sebesar 133,33 dengan rata-rata capaian TW IV 2024 sebesar  

141,84. hal ini sudah menunjukkan bahwa capaiannya sudah melebihi target yang 

ditetapkan yaitu sebesar 94%, yang disebabkan karena sebagian besar koordinator  

Biro SDM Aparatur dan Organisasi telah tergabung dalam Platform Potral 

Collaboration Office dan aktif dalam sharing informasi. Dibandingkan dengan unit kerja 

esleon II lingkup Setjen, realisasi MP Biro SDMO berada pada urutan ke-5 dari 7 unit 

kerja eselon I lingkup Setjen. 

Adapun rincian penilaian hasil capaian IKU MP lingkup Sekretariat Jenderal 

adalah sebagaimana disajikan pada tabel 1, berikut: 

No. Eselon II 
Target 

(%) 
Capaian 

(%) 

Presentase 
Capaian 

terhadap target 
(%) 

1. Biro Perencanaan 94,00 133,33 141,84 

2. Biro Sumber Daya Manusia 
Aparatur dan Organisasi 

94,00 133,33 141,84 

3. Biro Hukum 94,00 133,33 141,84 

4. Biro Humas dan Kerjasama Luar 
Negeri 

94,00 100,00 106,38 

5. Biro Keuangan dan Barang Milik 
Negara 

94,00 100,00 106,38 

6. Biro Umum dan Pengadaan 
Barang Jasa 

94,00 133,33 141,84 

7. Pusat Data, Statitistik dan 
Informasi 

94,00 133,33 141,84 

8. LPMUKP 94,00 133,33 141,84 

Sekretaris Jenderal 
94,00 125,00 132,98 
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Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung dengan adanya upaya antara 

lain: 

1. Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan pihak pengembang Platform Potral 

Collaboration Office untuk pengembangan aplikasi sesuai dengan Manual IKU 

tahun 2024 

2. Melakukan koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk oleh masing-masing unit 

kerja eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

3. Melakukan monitoring keaktifan para pejabat dalam sharing informasi. 

4. Proaktif mengingatkan capaian bitrik di group whatapp pengelolaan kinerja 

lingkup Setjen. 

Untuk mempertahankan capaian indikator pada periode selanjutnya upaya yang akan 

dilakukan antara lain: Sosialisasi manual IKU Manajemen Pengetahuan yang 

Terstandar tahun 2024, Melakukan Rapat koordinasi dengan PIC yang telah ditunjuk 

oleh masing-masing unit eselon II di lingkungan Setjen sebelum triwulan berakhir serta 

melakukan koordinasi dengan memanfaatkan grup media sosial (wa group). 

 

Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Unit kerja Biro SDMA  yang 

menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diperlukan biaya untuk 

dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai dengan tugas dan fungsi 

dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut dituangkan pada 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang disusun 1 (satu) 

tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah mencapai target 

yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran sebesar 

Rp8.500.000 dari pagu Rp8.500.000 (100%). 

 

 

 

 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

IKU 18 : 
Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi (%) 

 

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator 

kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Perjanjian 

kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja, Dan Merupakan Tekad Dan Janji Yang Akan Dicapai Antara Pimpinan Unit 

Kerja Yang Menerima Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja Dengan Pihak Yang 

Memberikan Amanah/Tanggung Jawab/Kinerja. Target Capaian IKU Presentase 

Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada tahun 2024 

adalah sebesar 95% sama seperti target capaian IKU pada tahun sebelumnya. 

Tabel 22 
Capaian Indikator Kinerja 18 

Sasaran 
Kegiatan 

Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Biro SDMAO 

IKU 18 Presentase Realisasi Penyerapan Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi (%) 

Realisasi 2024 Renstra Setjen 2020-2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
Target 
2024 

Realisasi 
2024 

% 
Capaian 

2024 

% 
kenaikan 

2023-
2024 

Target 
2024 

% 
Capaian 

thd 
Target 
TW IV 
2024 

Target 
2024 

% Capaian 
thd Target 

2024 

- - 99,48 98,498 98,90 - - - - 95 - 95 - 

 

Sumber: Memorandum Plt. Biro Umum dan Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 122/SJ.6/KU.520/I/2025, Tanggal 10 Januari 

2025, Perihal Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024. 

 

Hasil capaian realisasi anggaran lingkup Satuan Kerja Biro Umum dan Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana terlampir pada memorandum Plt. Biro Umum dan 

Pengadaan barang dan Jasa Nomor: 122/SJ.6/KU.520/I/2025, Tanggal 10 Januari 

2025, Perihal Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024. Sebagai informasi, data 

realisasi anggaran dimaksud berdasarkan aplikasi Sakti Kementerian Keuangan. 
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Penggunaan Anggaran yang Mendukung Indikator Kinerja 

Dalam menunjang pencapaian indikator Unit kerja Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar 

diperlukan biaya untuk dapat melaksanakan kegiatan demi mencapai output sesuai 

dengan tugas dan fungsi dari Biro SDM Aparatur dan Organisasi. Biaya-biaya tersebut 

dituangkan pada Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang 

disusun 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan kerja dan anggaran dilaksanakan telah 

mencapai target yang ditentukan berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran 

sebesar Rp11.900.000 dari pagu Rp12.000.000 (99,17%). 
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KINERJA ANGGARAN 

 

1. Dinamika Pergerakan Alokasi Anggaran 

Alokasi anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 sebagaimana 

tertuang dalam DIPA awal adalah sebesar Rp20.207.737.000,00. Dengan terbitnya 

Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 tanggal 23 Mei 2022 perihal 

Pemotongan Automatic Adjustment Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2024, 

Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi mendapat Alokasi Penghematan 

Automatic Adjusment sebesar Rp5.238.941.000,00 dan terdapat pergeseran 

anggaran ke Biro Umum dan PBJ untuk kegiatan Capacity Building lingkup Sekretariat 

Jenderal sebesar Rp281.570.000,00 sehingga pagu menjadi Rp14.687.226.000,00.   

 

Pada bulan September 2024 Biro SDM Aparatur dan Organisasi melakukan 

usulan rekomposisi blokir Automatic Adjusment  untuk kebutuhan anggaran kegiatan 

pengadaan ASN (CPNS dan PPPK) formasi tahun 2024 sebesar Rp1.381.400.000,00 

sehingga jumlah pagu anggaran Biro SDM Aparatur pada triwulan III menjadi 

Rp16.068.626.000,00.  Pada bulan November 2024 ada kebijakan pemerintah untuk 

penghematan sisa belanja  perjalanan dinas sesuai Surat dari Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-446/PB.2/2024 tanggal 10 

November 2024 hal Penyampaian Rincian Target Penghematan Belanja Perjalanan 

Dinas Kementerian/Lembaga Tahun 2024.  Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

mendapat alokasi penghematan sebesar Rp1.599.936.000,00 (Satu Milyar Lima 

Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), 

sehingga Pagu Biro SDM Aparatur dan Organisasi pada triwulan IV adalah 

Rp14.468.690.000,00 (Empat Belas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta 

Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).  
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2. Realisasi Anggaran  

Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi sampai dengan bulan 

Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00 (Empat Belas Milyar Tiga Ratus 

Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan 

Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu anggaran Rp14.468.690.000,00 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2024 menyajikan 

berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran strategis Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi, dalam perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin 

pada capaian Indikator Kinerja. Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan 

perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target 

yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan 

komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap jajaran di lingkungan Biro SDM 

Aparatur dan Organisasi dan seluruh stakeholder.  

Tahun 2024 merupakan tahun yang penuh makna, dimana seluruh jajaran Biro 

SDM Aparatur dan Organisasi telah memasuki tahun ketiga pelaksanaan Renstra Setjen 

2020-2024 dan juga tahun yang penuh dengan tantangan. Hal tersebut perlu dilakukan 

untuk tetap menjaga pencapaian target kinerja ditengah keterbatasan ruang gerak dan 

ruang fiskal. Rencana Aksi di tahun 2024 yang telah disusun terus dilaksanakan dan 

dievaluasi berkala untuk tetap dapat mempertahankan prestasi kinerja organisasi. Di 

tahun 2024, banyak hal yang perlu dilakukan pembenahan terkait kesetjenan antara lain: 

pembenahan tata kerja, pemanfaatan teknologi dan informasi, digitalisasi, inovasi-inovasi 

baru  serta digital awareness bagi setiap pegawai/pejabat dalam menghadapi kondisi 

yang tidak terduga. Semua tahapan untuk pencapaian target kinerja dievaluasi bersama 

untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi agar kinerja tetap terjaga. 

Sampai dengan akhir Tahun 2024, Nilai Kinerja Organisasi Biro SDM Aparatur dan 

Organisasi yang merupakan hasil kerja keras seluruh unit kerja dan beberapa 

peghargaan yang telah berhasil diraih/dipertahankan Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

menjadi hasil dari kerja keras, dan dedikasi seluruh pegawai dalam rangka menjaga 

semangat mendukung pencapaian visi Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 
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1. Pada Triwulan IV 2024, Biro SDMAO mempunyai 2 Sasaran Kegiata dan 18 

Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. 

Berdasarkan hasil pengukuran capaian pada Triwulan IV 2024, Nilai Kinerja 

Organisasi Biro SDMAO adalah sebesar 106,94. Nilai tersebut mengalami 

penurunan dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi Biro SDMAO Triwulan 

lV 2023 sebesar 1,82. 

2. Pada Triwulan IV 2024, Realisasi Anggaran Biro SDM Aparatur dan Organisasi 

sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebesar Rp14.315.625.478,00 

(Empat Belas Milyar Tiga Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima 

Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) atau 98,94 persen dari pagu 

anggaran Rp14.468.690.000,00. 
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EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA DAN REKOMNDASI PERBAIKAN KEDEPAN 

 

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada Bab.3 

Akuntabilitas Kinerja keseluruhan indikator kinerja telah tercapai, namun untuk 

memperthankan capaian IKU di tahun 2024. 

 

Adapun langkah perbaikan yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai target kinerja 

tahun 2024 adalah sebagai berikut:  

 

Ke depan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, Sekretariat Jenderal dalam hal ini unit kerja Biro SDm Aparatur 

dan Organisasi, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 

tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur 

organisasi di lingkungan KKP akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya 

merealisasikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebagai upaya 

perbaikan kinerja selanjutnya, seluruh penanggung jawab Indikator Kinerja dan Tim 

Pengelola Kinerja Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan terus melakukan 

monitoring dan evaluasi capaian serta melakukan pemantauan untuk pencapaian kinerja 

periode tahun berikutnya. Untuk indikator yang telah tercapai, untuk mempertahankan 

ketercapaian IKU pada periode berikutnya perlu menyusun rencana aksi yang dilakukan 

evaluasi secara berkala. Sedangkan untuk kinerja anggaran akan dilakukan: 

1. Percepatan persiapan pengadaan barang dan jasa baik melalui swakelola dan 

lelang, sehingga kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun. 

2. menyusun timeline pelaksanaan kegiatan sehingga terjadwal dengan baik. 

3. Meningkatkan peran SPIP dan melakukan mitigasi resiko terhadap kegiatan yang 

beresiko tinggi serta kegiatan prioritas lainnya. 

4. Melakukan monev setiap bulan secara berjenjang dari berbagai aspek baik realisasi 

anggaran, pengadaan barang/jasa, dan kontrak kegiatan. 
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Selanjutnya sebagai upaya perbaikan kinerja, seluruh penanggung Jawab Indikator 

Kinerja dan Tim Pengelola Kinerja Lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi akan terus 

melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala. 

 

TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI SAKIP TAHUN 2024 

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP 

dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat 

sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap unit kerja 

untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah 

direncanakan melalui implementasi SAKIP. 

Evaluasi dilakukan melalui penilaian terhadap 4 (empat) komponen manajemen 

kinerja, meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan 

evaluasi akuntabilitas kinerja internal. 

Berdasarkan hasil evaluasi, AKIP Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 

2024 memperoleh nilai 82,20 dari nilai maksimum 100 atau mendapat predikat A 

(Memuaskan), dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 di bawah ini dan 

detail Lembar Kerja Evaluasi melalui tautan 

https://bit.ly/2023_LKEEvaluasiSAKIPLevelISetjen. 

 

Tabel 1. Hasil Penilaian AKIP pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 2024 

No. Komponen Yang Dinilai Bobot 
Nilai 

2023 2024 

1. Perencanaan Kinerja 30 25,80 22,20 

2. Pengukuran Kinerja 30 24,60 24,00 

3. Pelaporan Kinerja 15 13,80 13,50 

4. Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Internal 

25 20,50 22,50 

 Nilai Hasil Evaluasi 100 84,70 82,20 

 Predikat Penilaian  A (Memuaskan) A (Memuaskan) 

 

Keterangan : 
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• Tahun 2023 berdasarkan Memorandum Kepala Biro Perencanaan Nomor. 1097/SJ.1/HP.440/XII/2023 
Tanggal 14 Desember 2023 hal Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Level II Lingkup Sekretariat Jenderal Tahun 
2023. 
• Tahun 2024 berdasarkan hasil penilaian mandiri tahun 2024 melalui aplikasi kinerjaku. 
 
 
Uraian hasil penilaian terhadap masing-masing komponen kinerja dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

a. Perencanaan Kinerja 

1. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2024 berupa Renstra Sekretariat Jenderal 

Tahun 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kerja Anggaran, 

Matrik Peran Hasil dan Sasaran Kinerja Pegawai seluruhnya telah tersedia dan 

ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (diformalkan). Indikator kinerja yang 

ditetapkan telah memenuhi standar yang baik, yaitu memenuhi kriteria SMART 

dan dilakukan cascading level atas dengan level di bawahnya. 

2. Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, kualitas 

rumusan hasil (tujuan/sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang 

akan dicapai, indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang 

harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan, target yang ditetapkan dalam 

perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), dan realistis, dokumen 

perencanaan kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya 

yang perlu dicapai, perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang 

hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas 

dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting), anggaran yang ditetapkan telah 

mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, aktivitas pada rencana aksi yang akan 

dilaksanakan telah mendukung kinerja yang ingin dicapai, target yang ditetapkan 

dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on 

the right track, rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja 

selalu dipantau secara berkala. 

3. Upaya yang bisa dihargai dalam pemenuhan kriteria perencanaan kinerja yaitu 

melakukan rekonsiliasi secara berkala (setiap tahun) atas perencanaan kinerja 

bersama dengan seluruh unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal dikoordinasikan 
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oleh Biro Perencanaan sebelum Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh pimpinan 

unit kerja dan pelaksanaan dialog kinerja organisasi. 

b. Pengukuran Kinerja 

1. Pengukuran kinerja dilakukan setiap triwulan melalui sistem aplikasi 

pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id). Pengukuran kinerja dilakukan sesuai 

manual indikator kinerja serta dilengkapi dengan data dukung yang relevan dan 

memadai. Pengukuran kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian 

(pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja. 

2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi s.d 

Triwulan IV Tahun 2023 sebesar 108,25 dan Triwulan I Tahun 2024 sebesar 

114,59. 

c.  Pelaporan Kinerja 

1. Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi telah disusun 

setiap triwulan dan disampaikan kepada Sekretariat Jenderal dengan tepat 

waktu. 

2. Substansi Laporan Kinerja Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Tahun 

2023 dan Triwulan I Tahun 2024 telah sesuai standar, yaitu mengungkap 

seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dan menginformasikan hal-hal 

sebagai berikut: 

 Perbandingan realisasi kinerja, analisis dan evaluasi realisasi kinerja 

dengan target tahunan, jangka menengah, dan tahun-tahun sebelumnya. 

 Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta 

upaya nyata dan/atau hambatannya. 

 Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja untuk 

Laporan Kinerja Tahunan. 

 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. 

d. Evaluasi Internal 

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan melalui kegiatan penilaian 

mandiri sesuai dengan Pedoman Penilaian Mandiri Lingkup Sekretariat 

Jenderal yang ditetapkan dan menggunakan aplikasi kinerjaku. 
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2. Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan seluruh 

tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal 

Tahun 2023. 

3. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan 

dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

4. Catatan atas hasil penilaian mandiri atas evaluasi SAKIP Biro Sumber Daya 

Manusia dan Organisasi tahun 2023 telah ditindaklanjuti dan dapat diakses 

melalui tautan https://bit.ly/ROSDMAOTLEvSAKIP2023. 

5. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja di 

lingkungan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi direkomendasikan 

kepada Saudara agar : 

a. Meningkatkan capaian indikator kinerja Tahun 2024 lebih baik dari capaian 

Tahun 2023. 

b. Meningkatkan nilai komponen perencanaan, pengukuran dan pelaporan 

kinerja pada tahun 2024. 

 

Rekomendasi Tindak Lanjut yang dilakukan 

Dalam hal ini Biro SDM Aparatur dan Organisasi sudah melakukan peningkatan 

capaian kinerja ditahun 2024 yang mana di tahun sebelumnya ada IKU yang tidak 

tercapai yaitu Indeks BerAKHLAK yang mana target dan capaiannya rendah sehingga 

memperngaruhi nilai NKO. Pada tahun 2024 untuk IKU Indeks BerAKHLAK kita 

melakukan perhatian khusus agar mendapatkan hasil yang bagus, dari Hasil survei 

Indeks BerAKHLAK rata-rata Nasional pada tahun 2024 mengalami kenaikan dari 

tahun 2023, yaitu 61.1% menjadi 68.1% dengan Nilai Indeks BerAKHLAK 78.9%, 

perubahan ini menunjukkan adanya sedikit perbaikan, namun nilai tersebut masih 

memerlukan upaya lebih lanjut untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat 

kesehatan yang telah dicapai saat ini. 
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Lampiran 1. 
a. Perjanjian Kinerja Awal (Pengesahan 15 Januari 2024) 
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b. Revisi Perjanjian Kinerja (Pengesahan 23 Oktober 2024) 
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Lampiran 2.  
Target Indikator Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2020-2024 
 

Tabel 1.  Target Biro SDM Aparatur dan Organisasi Tahun 2020-2024 

 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 

 

Tata Kelola 
Pemerintahan 
Yang Baik di 
Lingkungan 
Sekretariat 
Jenderal 

 

1 

Komponen Nilai RB KKP yang 
menjadi tanggung Jawab Biro 
SDM Aparatur dan Organisasi 
(nilai) 

17,93 18,90 19,16 20,13 21,10 

2 Indeks Sistem Merit KKP 
(indeks) 

0,65 0,7 0,8 0,83 0,85 

3 Nilai PMPRB Sekretariat 
Jenderal (nilai) 

30 31 33 33,5 34 

4 
Indeks Profesionalitas (IP) 
ASN Lingkup Kemeneterian 
Kelautan dan Perikanan 

72 73 80,11 81 82 

5 

Indeks Profesionalitas (IP) 
ASN Lingkup  Biro SDM 
Aparatur dan Organisasi 
(indeks) 

72 73 78 79 80 

6 

Penetapan ASN Teladan 
Bidang Kelautan dan 
perikanan tingkat nasional 
(kategori) 

4 3 3 3 3 

7 
Presentase Capaian 
pelaksanaan Roadmap RB 
KKP (%) 

100 100 100 100 100 

8 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Biro 
SDm Aparatur dan Organisasi 

90 91 92 93 94 

9 
Presentase penyelesaian 
temuan BPK lingkup Biro SDm 
Aparatur dan Organisasi 

100 100 100 100 100 

10 

Unit kerja  Biro SDM Aparatur 
dan Organisasi yang 
menerapkan manajemen 
pengetahuan yang terstandar 
(%) 

82 84 86 88 90 

11 

Rekomendasi hasil 
pengawasan yang 
dimanfaatkan untuk perbaikan 
kinerja lingkup Sekretariat 
Jenderal (%) 

60 65 70 75 80 
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Lampiran 3. 
Data Dukung dari Hasil Capaian Realisai IKU Biro SDM Aparatur dan Organisasi. 
 

 

1. IKU 1. 
Indeks Sistem Merit KKP 
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2. IKU 2. 
Indeks Profesionalitas ASN Setjen 
 

  
 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

 
 

 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

3. IKU 3. 
Indeks Implementasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) 
Manajemen ASN 
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4. IKU 4. 
Indeks Pembinaan JF KKP 
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5. IKU 5. 
Nilai Kelayakan Penyelenggara Penilaian Kompetensi KKP 
 

  

  



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

6. IKU 6. 
Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi KKP 
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7. IKU 7. 

Penetapan ASN Teladan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tingkat Nasional 
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8. IKU 8 
Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi KKP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Laporan Kinerja Tahun 2024 
Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi 
Jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat 
 

 
 

9. IKU 9 
Indeks BerAKHLAK KKP 
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10. IKU 10 
Presentase Rekomendasi Kebutuhan JF Daerah 
 

  
 

11. IKU 11 
Nilai Minimal yang dipersyaratkan unit Kerja Berpredikat menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) 
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12. IKU 12 
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Biro SDM Aparatur dan Organisasi 
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13. IKU 13 
Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM Aparatur dan Organisasi (Indeks) 
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14. IKU 14 
Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-
undangan Bidang Pengelolaan SDM Aparatur dan Organisasi 
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15. IKU 15 
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Biro SDM Aparatur dan 
Organisasi 
 

 
 

16. IKU 16 
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk 
Perbaikan Kinerja Biro SDM Aparatur dan Organisasi 
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17. IKU 17. 

Persentase Unit Kerja yang menerapkan Sistem manajemen pengetahuan 
yang terstandar lingkup Biro SDM Aparatur dan Organisasi 
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